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l.
Pendahuluan

Sejak jatuhnya rezim otoriter Soeharto pada tahun 1998, dan diterapkannya kebijakan
desentralisasi yang dimulai pada tahun 2000, terjadi perubahan penguasaan tanah dan
sumber-sumber agraria diiringi dengan perubahan tata guna tanah secara drastis dan
dramatis dalam beragam lokalitas kepulauan Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut
terkait dengan pemberian konsesi-konsesi agraria, meliputi ekstraksi sumber daya hutan
dan sumber tambang, serta konsesi perkebunan besar (Moeliono et al 2009,
Resosudarmo et al 2012).

Namun demikian, belum terdapat kajian mendalam tentang kontribusi penciptaan ruang
baru untuk akumulasi modal yang mendukung rantai produksi, sirkulasi dan konsumsi
komoditas global seperti minyak kelapa sawit, batu bara, pulp dan kertas, serta jasa
penyerapan karbon yang disediakan oleh ekosistem hutan yang didukung oleh akumulasi
modal besar berpengaruh pada proses perubahan tata guna tanah di berbagai wilayah
yang memiliki beragam konteks politik. Kajian mendalam tentang mekanisme-
mekanisme apa saja yang bekerja yang membuat kebijakan dan operasionalisasi sistem
konsesi agraria menegasikan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, termasuk
perempuan, juga belum tersedia. Selain itu, terdapat keterbatasan kajian tentang
bagaimana komunitas-komunitas yang kehilangan ruang hidupnya dan atau mengalami
beragam bentuk kerugian sosial ekonomi akibat konsesi agraria mengartikulasikan posisi
mereka dan memperjuangkan diri agar mereka dapat “terlihat” secara sosial-politik.

Kajian kritis tentang konsesi agraria dan perubahan tata guna tanah dengan
menggunakan lensa feminis diperlukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan
bagaimana gender sebagai konstruksi sosial memberikan kontribusi bagi relasi sosial dan
politik dalam beragam mekanisme yang bekerja dalam proses perumusan kebijakan
tentang konsesi-konsesi agraria dan operasionalisasi konsesi-konsesi tersebut. Selain itu,
lensa feminis akan membantu penelitian ini memberikan ruang kajian tentang
bagaimana perubahan tata guna lahan dan krisis sosial-ekologis yang menyertainya yang
memiliki dimensi gender berdampak pada perempuan dan berbagai kelompok marjinal
lainnya.

Penelitian ini secara umum dimaksudkan untuk mengeksplorasi bagaimana gender, baik
sebagai konstruksi budaya maupun konsep analitis, bersama kelas dan variabel lain
merupakan aspek penting dalam memeriksa berbagai masalah yang timbul akibat
berbagai bentuk penguasaan atas sumber-sumber agraria di Indonesia dan berbagai
bentuk respons atas penguasaan tersebut. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk
menunjukkan dan menganalisa dimensi gender dalam  hubungan antara proses
kebijakan konsesi agraria, perubahan tata guna tanah, krisis ekologis-sosial yang
berlangsung di empat konsesi agraria yakni pertambangan batu bara, perkebunan kelapa
sawit, hutan tanaman industri, dan restorasi ekosistem.

Penelitian ini difokuskan pada pada empat jenis konsesi yang beroperasi di wilayah
tertentu yaitu perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, pertambangan batu bara di
Kalimantan Timur, hutan tanaman industri di Sumatera Selatan, dan restorasi ekologi di



Jambi. Lokasi penelitian yang adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatra
Selatan dan Jambi. Pertanyaan umum yang diajukan dalam penelitian ini adalah
bagaimana masing-masing rejim kebijakan konsesi-konsesi agraria (pertambangan
batubara, hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan restorasi ekosistem)
tersebut bekerja secara aktual, membentuk perubahan tata guna yang mengakibatkan
krisis sosial-ekologis dan ketidakadilan gender sedemikian rupa sehingga
membangkitkan beragam respon yang berdimensi gender.

Naskah ini merupakan laporan sintesis dari penelitian tentang konsesi-konsesi agraria,
perubahan tata guna tanah dan krisis sosial-ekologis yang menyertainya yang dilakukan
di empat konsesi agraria. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penelitian lapangan
dilakukan di empat konsesi agraria yakni konsesi hutan tanaman industri, restorasi
ekosistem, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan batu bara. Penelitian tentang
hutan tanaman industri dilakukan oleh Vegitya dengan mengambil fokus wilayah
Sumatra Selatan. Penelitian tentang restorasi ekosistem dilakukan oleh Rina Mardiana
dengan mengambil fokus wilayah Jambi. Penelitian tentang perkebunan kelapa sawit
dilakukan oleh Julia di Kalimantan Barat sebagai lokus utama. Penelitian tentang
pertambangan batu bara dilakukan di Kalimantan Timur oleh Siti Maimunah. Masing-
masing peneliti menghasilkan laporan penelitian tersendiri. Naskah laporan sintesis ini
dimaksudkan untuk menganalisa benang merah dalam pola dan mekanisme penguasaan
tanah dan perubahan tata guna tanah serta krisis sosial ekologis yang menyertainya.
Seiring dengan kerangka pendekatan yang digunakan dalam keseluruhan proses
penleitian, naskah ini mengeksplorasi bagaimana gender, baik sebagai konstruksi budaya
maupun konsep analitis, bersama kelas dan variabel lain merupakan aspek penting
dalam memeriksa berbagai masalah yang timbul akibat berbagai bentuk penguasaan
atas tanah dan sumber-sumber agraria di Indonesia dan berbagai bentuk respons atas
penguasaan tersebut.

Struktur penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Bagian pertama berisi
pendahuluan di mana penulis akan memberikan pengantar tentang latar belakang dan
tujuan penelitian. Bagian kedua berisi kerangka kerja penelitian. Di dalamnya penulis
menyajikan tiga pendekatan konseptual-analitik yang diadopsi oleh penelitian,
metodologi penelitian, dan metode pengumpulan data. Bagian ketiga berisi
pembahasan tentang dimensi gender dalam politik konsesi agraria dari waktu ke waktu.
Pada bagian ini secara khusus penulis memaparkan tujuh periode transformasi kebijakan
agraria dan menelurusi perjalanan perkembangan empat konsesi agraria yang menjadi
fokus penelitian ini. Bagian keempat mengeksplorasi dimensi gender dalam mekanisme-
mekanisme yang mebuh hubungan penguasaan dan tata-guna tanah yang merupakan
pembahasan hasil temuan penelitian lapangan di empat konsesi agraria. Bagian kelima
berisi penelusuran dimensi gender dalam krisis sosial-ekologis yang berlangsung dalam
empat konsesi agraria di wilayah-wilayah yang menjadi fokus penelitian. Bagian
keenam, yang merupakan catatan penutup, berisi pembahasan tentang benang merah
pola dan mekanisme penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria yang berlangsung
melalui proses eksklusi kelompok-kelompok sosial tertentu, termasuk perempuan dan
kelompok marjinal, dalam proses ekslusi berbasis kekerabatan dan berlandaskan relasi
gender dan relasi kekuasaan lainnya.
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Il.
Kerangka Kerja Penelitian

Pendekatan Konseptual-Analitik

Penelitian ini mengeksplorasi dimensi gender dalam arena-arena baru dalam
pertarungan penguasaan tanah vyang terbentuk berkenaan dengan kebijakan agraria
paska Orde Baru, yang tidak dapat dipisahkan dari endapan sejarah panjang,
mekanisme-mekanisme kerja empat jenis konsesi agraria (hutan tanaman industri,
restorasi ekosistem, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan) yang mengubah
penguasaan dan tata guna tanah, serta mendorong hadirnya krisis sosial-ekologis.
Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana gender, baik sebagai konstruksi
budaya maupun konsep analitis, bersama kelas dan variabel lain merupakan aspek
penting dalam memeriksa berbagai masalah yang timbul akibat berbagai bentuk
penguasaan atas hutan di Indonesia dan berbagai bentuk respons atas penguasaan
tersebut. Berkaitan dengan pemikiran tersebut, penelitian ini menerapkan tiga
pendekatan konseptual-analitik yang masing-masing akan dibahas di bawah ini.

- Menelusuri Arena-Arena Baru Penguasaan Tanah dengan Lensa Feminis

Konsep tentang arena-arena baru penguasaan tanah (new frontiers of land control)
dikembangkan oleh Peluso dan Lund (2011). Pertarungan penguasaan tanah pada masa
kini berlangsung melalui berbagai situs pertarungan yang melibatkan beragam aktor,
konteks, dan dinamika baru. Arena-arena baru dalam pertarungan penguasaan tanah
tidak hanya berupa situs-situs di mana konsep dan praktik pembangunan serta ekstraksi
sumber-sumber agraria berbasis pasar berhadapan dengan masyarakat adat dan
komunitas lokal, termasuk perempuan dan kelompok marjinal di dalamnya, yang
mempertahankan ruang hidup mereka. Mekanisme-mekanisme baru penguasaan tanah
juga tidak hanya berbentuk perampasan tanah dan atau wilayah oleh pihak luar. Arena-
arena baru dan mekanisme-mekanisme baru penguasaan tanah kini berlangsung
melalui kehadiran jenis-jenis kegiatan dan tujuan-tujuan baru yang ingin diraih oleh
berbagai kelompok sosial di tingkat internal masyarakat sendiri. Selain itu, mekanisme-
mekanisme baru penguasaan tanah juga muncul melalui aktor-aktor baru yang didukung
oleh instrumen hukum baru yang dipekerjakan untuk mengambil alih atau menantang
praktik-praktik lama dalam penguasaan atas tanah (Peluso dan Lund). Mekanisme-
mekanisme tersebut bekerja melalui berbagai bentuk relasi kekuasaan berbasis gender,
kelas sosial, dan berbagai faktor sosial budaya lainnya.

Terminologi “penguasaan tanah” yang ditawarkan Peluso dan Lund (2011) merujuk pada
praktik-praktik yang mengatur atau mengonsolidasi berbagai bentuk akses dan klaim
atas hutan, serta berbagai bentuk eksklusi yang dihadapi kelompok-kelompok sosial
tertentu pada kurun waktu tertentu. Penguasaan tanah dapat berlangsung melalui
pemagaran atau pengambilalihan tanah (enclosure), teritorialisasi, legalisasi, serta
melalui bekerjanya kekuatan (forces) dan berbagai bentuk kekerasan.



=  Dimensi Gender dalam Kuasa Ekslusi (Powers of Exclusion)

Upaya untuk menelusuri posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya di dalam
rangkaian pertarungan penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya juga perlu
didukung oleh pemeriksaan bagaimana jaring kuasa eksklusi bekerja. Rangkaian proses
penguasaan akses atas tanah dan proses memperoleh dan mempertahankan akses yang
dilalui oleh masyarakat adat dan komunitas lokal, khususnya perempuan dan kelompok-
kelompok marginal lain di dalamnya, terjadi melalui beragam mekanisme dan
melibatkan beragam aktor yang kesemuanya bekerja dalam jaring kuasa yang
mengeksklusi individu-individu tertentu, kelompok-kelompok sosial tertentu, dan/atau
lembaga-lembaga tertentu. (Hall et al. 2011)

Kuasa eksklusi bekerja melalui beragam proses dan beragam aktor, baik melalui negara
dan korporasi berbasis pengerukan sumberdaya alam, melalui pembuatan kebijakan
pembangunan dan kebijakan strategis lainnya yang lekat dengan kuasa pasar, melalui
kekerasaan dan ancaman kekerasan terhadap komunitas dalam proses perampasan
tanah, maupun melalui berbagai bentuk legitimasi, termasuk legitimasi yang berasal dari
dalam komunitas itu sendiri dan/atau kerabat dekat, yang disebut sebagai intimate
exclusion (Hall et al. 2011).

=  Ekologi Politik Feminis (Feminist Political Ecology)

Ekologi politik feminis (feminist political ecology) merupakan kerangka pemikiran feminis
yg digunakan untuk mengeksplorasi: a)pengetahuan perempuan tentang tubuhnya,
tentang relasi tubuh perempuan dengan kekayaan alam, serta pengetahuan perempuan,
baik individu maupun kolektif dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber
kehidupan; b)akses dan kontrol perempuan atas tubuhnya, kekayaan alam dan sumber—
sumber kehidupan, baik di tingkat keluarga inti/rumah tangga, keluarga besar,
komunitas, hingga di tingkat negara; c)kelembagaan perempuan dalam pengurusan
kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, dan dalam perjuangan merebut kembali
hak atas pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan (Rocheleau et al,
1996).

Pendekatan ekologi politik feminis ini berkembang dari usaha pada feminis mengerjakan
kembali pendekatan ekologi politik dan ekonomi politik agraria. Pendekatan ekologi
politik digunakan untuk mengkaji aspek politik, ekonomi dan sosial yang menjadi
penyebab utama degradasi lingkungan dan kekayaan alam (Blaikie and Brookfield 1987
Peet dan Watts 1996). Kajian ekologi politik kontemporer meletakkan komunitas tidak
hanya sebagai obyek dari kekuasaan negara, regulasi dan kepemerintahan, tapi juga
sebagai situs pengembangan pengetahuan lokal, sumber identitas kolektif, situs
pengembangan tradisi, situs perlawanan terhadap kekuasaan dan perjuangan dalam
gerakan sosial, situs pengembangan visi alternatif dalam pengurusan kekayaan alam dan
sumber-sumber kehidupan (Peet dan Watts 2004). Sedangkan pendekatan ekonomi
politik agraria, seperti diformulasikan oleh Bernstein (2010), menjawab empat
pertanyaan kunci: (i) siapa memiliki apa; pertanyaan ini menunjukkan berbagai rezim
"properti" atau bagaimana alat-alat produksi dan reproduksi didistribusikan (ii) siapa
yang melakukan apa; pertanyaan ini berkaitan dengan pembagian kerja secara sosial,
berkaitan dengan siapa yang melakukan kegiatan produksi dan reproduksi sosial yang
strukturnya dipengaruhi hubungan sosial antar kelas di dalam masyarakat (iii) siapa
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mendapat apa: pertanyaan tentang pembagian sosial dari "hasil kerja" atau distribusi
pendapatan, (iv) apa yang mereka lakukan dengan hasil kerja atau pendapatan mereka:
pertanyaan tentang hubungan sosial konsumsi, reproduksi dan akumulasi. Empat
pertanyaan Bernstein ini, dilengkapi oleh White et al (2012), dengan dua pertanyaan
tambahan lain, yakni (v) Apa yang kelas saosial satu lakukan terhadap lainnya, dan (vi)
Bagaimana perubahan politik dibentuk oleh dinamika ekologi dan sebaliknya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini mempekerjakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis. Pendekatan
ini diterapkan untuk menelusuri bagaimana politik kebijakan agraria di Indonesia,
khususnya terkait empat jenis konsesi agraria yang menjadi fokus penelitian,
dikembangkan dan dioperasionalisasikan oleh institusi-institusi dominan melalui
mekanisme kelembagaan dan praktek-praktek yang mereka jalankan, serta bagaimana
relasi kekuasaan berbasis gender berperan di dalam proses tersebut. Pendekatan
kualitatif berperspektif feminis juga dipekerjakan untuk mengkaji implikasi dari praktek-
praktek konseptual kekuasaan dalam operasionalisasi kebijakan agraria oleh empat jenis
konsesi agraria bagi relasi gender di tingkat tapak, sekaligus menelusuri implikasinya
terhadap kehidupan perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

Pendekatan kualitatif berspekpektif feminis memiliki beberapa prinsip dasar. Prinsip
pertama, menempatkan perempuan dan kelompok marjinal bukan sebagai obyek kajian
melainkan sebagai subyek kajian. Kedua, mengembangkan dan melaksanakan riset di
mana relasi antara peneliti dan diteliti bersifat non-eksploitatif, kolaboratif dan saling
menghormati (Oakley 1981, Glennon 1983, Klein 1983, Mies 1983 dalam Pease 2005).
Ketiga, proses penelitian berkembang menjadi langkah awal, baik bagi tim peneliti
maupun subyek penelitian, untuk membangun kesadaran kritis, proses belajar dan
refleksi diri secara kritis (Mackinnon 1982, Mies 1983 dalam Pease 2005).

Selain itu menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis, penelitian ini juga
menerapkan pendekatan kritis. Kajian kritis lebih menekankan pada aspek politik dan
perubahan; dengan kata lain kajian kritis bukan sekedar analisis data secara netral dan
tidak memihak (Trinder 2005). Bagi peneliti yang terlibat dalam kajian kritis, setiap
langkah di dalam proses penelitian terkait dengan upaya mempersoalkan relasi
kekuasaan dan mengupayakan pemberdayaan bagi kaum yang lembah (Trinder 2005).
Lebih jauh, penelitian ini merupakan kajian kritis yang berpihak, dalam artian berpihak
kepada perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Kajian kritis yang berpihak kepada
perempuan dan kelompok marjinal lainnya tidak lagi didominasi oleh para sarjana-aktivis
(scholars-activist). Pendekatan ini juga diadopsi dan dikembangkan oleh para ilmuwan
feminis (Hesse-Biber, Leavy, dan Yaiser 2004).
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Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan rangkaian metode pengumpulan data sebagai berikut.

. Penelusuran dan Analisis Dokumen

Metode ini merupakan langkah penting dalam menggali informasi yang relevan tentang
politik konsesi agraria di Indonesia yang meliputi substansi kebijakan, program dan
mekanisme-mekanisme kerja berbagai konsesi agraria. Analisis dokumen juga
merupakan alat yang signifikan untuk memeriksa rangkaian sejarah, intervensi politik,
dan sosial-budaya, dan berbagai faktor lainnya yang berpengaruh pada kebijakan agraria
baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mekanisme bekerjanya konsesi-konsesi
agraria terkait dengan perubahan penguasaan sumber-sumber agrara dan perubahan
tata guna tanah di wilayah penelitian.

Dalam melakukan penelusuran dan analisis dokumen, penelitian ini akan menerapkan
pendekatan analitik-konseptual yang telah disebutkan di atas yakni analisis proses
kebijakan dengan lensa feminis. Pendekatan ini akan membantu penelitian ini melihat
bagaimana dimensi gender dalam struktur kekuasaan berpengaruh dalam proses
penyusunan kebijakan (Visweswaran 1994, Sprague dan Zimmerman 1993),
sertabagaimana pengaruh proses penataan-ulang kekuasaan sebagai proses yang
memiliki multidimensi, termasuk dimensi gender dan berbagai dimensi terkait lainnya
dalam dinamika pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya (Mendez 2008).

- Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yang bersifat tidak terstruktur.
Wawancara tidak terstruktur yang "didasarkan pada rencana yang jelas tentang proses
wawancara" (Bernard 1995: 209) memungkinkan para peneliti mengarahkan aliran
percakapan dengan tema dan penjelasan yang relevan dan signifikan. Daftar pertanyaan
akan dipersiapkan sebelum wawancara dan akan digunakan sebagai panduan bagi
peneliti. Metode ini diterapkan untuk menggali informasi mendalam dari individu-
individu kunci baik yang berada di berbagai institusi maupun kelompok-kelompok sosial
terkait yang terlibat dalam proses perumusan dan atau advokasi kebijakan tentang
perlindungan sosial di Indonesia.

=  Pengamatan Terlibat (Participant-Observation)

Pengamatan-terlibat merupakan metode di mana peneliti akan menjalankan keterlibatan
intensif, baik dalam aktivitas terkait dengan topik penelitian maupun dalam kehidupan
sehari-hari dari subyek penelitian. Dalam menerapkan metode ini peneliti tidak hanya
tinggal bersama subyek penelitian, tapi juga turut serta dalam rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh subyek penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini akan
membantu peneliti memperoleh informasi primer atau informasi “tangan pertama” dan
pengetahuan yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan pengalaman
keterlibatan intensif mereka sebagai data primer yang bermakna dan signifikan (Emerson
et al. 1995).
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=  Penggalian Narasi Personal

Metode ini berisi proses menggali, mendengar, merekam, dan memaparkan kisah-kisah
serta perjalanan hidup individu-individu tertentu, khususnya para perempuan dan kaum
marijinal lain, yang berkaitan dengan narasi besar dari peristiwa-peristiwa tertentu. Di
dalam penelitian ini, metode ini diterapkan untuk menggali secara mendalam beragam
pengalaman personal yang terkait dengan operasionalisasi sistem perlindungan sosial di
Indonesia. Penerapan metode ini akan membantu tim peneliti memperoleh kedalaman
sekaligus keragaman dan kekayaan informasi tentang bagaimana proses operasionalisasi
sistem perlindungan sosial berlangsung dan memberikan pengaruh pada kehidupan
seseorang, keluarganya, hingga komunitasnya.
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.
Gender dan Politik Konsesi Agraria dalam Endapan Sejarah

Berbagai kebijakan agraria yang dikembangkan rejim-rejim politik yang berkuasa di
Indonesia sejak jaman kolonial hingga abad 21 ini memiliki karakter-karakter tertentu
yang serupa. VYaitu pengadaan tanah skala luas oleh badan pemerintah untuk
mendukung produksi dan konsumsi di tingkat global melalui pemberian konsesi
kehutanan, perkebunan dan pertambangan kepada perusahaan-perusahaan besar. Sejak
masa kolonial, perkebunan besar adalah sistem agraria yang berperan langsung sebagai
hulu dari proses inkorporasi rakyat dan tanah-air Indonesia ke dalam ekonomi pasar
global. Termasuk di dalamnya sistem “perkebunan kayu jati” yang dikembangkan
jawatan kehutanan kolonial di Pulau Jawa dan Madura (Peluso 1992, Simon 2001).
Mekanisme konsesi perkebunan besar dilanjutkan pengembangannya pada jaman Orde
Baru, dan diadopsi untuk pengembangan sektor kehutanan, terutama di luar Jawa.
Rangkaian langkah yang ditempuh adalah peneguhan teritorialisasi kawasan hutan,
penetapan kebijakan nasional tentang tata guna hutan®, pemberian konsesi pembalakan
kayu yang kemudian dilanjutkan oleh konsesi hutan tanaman industri (Kartodihardjo dan
Jhamtani 2009, Kartodihardjo dan Supriono 2000). Mekanisme serupa juga diterapkan
dalam sektor pertambangan. Proses dominasi dan ekstraksi sumber-sumber agraria dan
sumber daya alam lain memiliki dimensi gender.

Tujuh Periode Transformasi Kebijakan Agraria

Pulau-pulau di luar Jawa, Madura dan Bali yang memiliki kekayaan alam dan sumber-
sumber agraria, merupakan wilayah utama konsesi perkebunan, pertambangan, hutan
tanaman industri, dan restorasi ekosistem hutan. Untuk Indonesia bagian barat, Sumatra
dan Kalimantan menjadi wilayah andalan. Kebijakan ekonomi yang bertumpu pada
ekstraksi hutan dan sumber agraria lainnya di luar Jawa, Madura dan Bali sejak jaman
kolonial hingga masa kini, dapat dibagi menjadi beberapa periode transformasi kebijakan
agraria. Politik gender juga memainkan peran penting dalam politik penguasaan
sumber-sumber agraria dan sumber daya alam lainnya di setiap periode.

Periode pertama adalah pada masa awal pemerintahan kolonial yang berpusat pada
pembangunan perkebunan di Sumatra Utara. Pada periode ini berlangsung pula
penambangan kayu di Jawa dan Madura, yang diikuti dengan pembangunan hutan jati
monokultur (Peluso 1992, Simon 2000). Penambangan hutan dan pembangunan

'Hal ini dikenal sebagai kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), yang merupakan rujukan
pembagian hutan negara menurut fungsinya yaitu hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi,
serta hutan produksi yang dapat dikonversi. TGHK ditetapkan sejak tahun 1983 oleh Departemen
Kehutanan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah serta sektor lainnya. Sejak 1993, mulai dilakukan
proses padu serasi antara TGHK dan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi). RTRWP sendiri
adalah pembagian tata ruang wilayah propinsi sebagai penjabaran dari Undang Undang Tata Ruang
Tahun 1992. Dalam RTRWP dikenal pembagian ruang sebagai hutan lindung, kawasan budidaya
kehutanan dan kawasan budidaya non-kehutanan (Kartodihardjo dan Supriono 2000).



perkebunan pada jaman kolonial (termasuk “perkebunan kayu jati” di Jawa) diwarnai
politik ras, kelas, gender. Kepulauan Nusantara pada masa itu dikungkung feodalisme yg
memarjinalkan perempuan, dan warga kelas-kelas sosial rendah. Sementara, di Eropa
pada masa itu mulai berkembang ideologi “housewifization” di mana perempuan
dirumahkan sebagai istri dan pengurus rumah tangga (Mies 1986). Proses
pengembangan kehutanan “ilmiah” (scientific forestry) dengan menggunakan
pendekatan industri di kawasan hutan negara dijalankan oleh rimbawan laki-laki
berkebangsaan Belanda, Jerman, dan negara lain di Eropa. Para laki-laki rimbawan
kolonial tersebut memiliki latar belakang pendidikan kehutanan di perguruan tinggi di
Jerman, Belanda, dan Eropa (Siscawati 2012). Selain itu, laki-laki kulit putih dari kalangan
menengah ke atas lainnya yang mewakili pihak pengelola hutan dan perkebunan, baik
pemerintah kolonial maupun pihak swasta, bekerjasama dengan laki-laki pribumi dari
kalangan elite (termasuk raja, sultan, dan laki-laki bangsawan lainnya) untuk
memperoleh akses dan beragam bentuk penguasaan atas wilayah-wilayah yang akan
diekstraksi hutannya atau akan diubah menjadi perkebunan berskala industri. Sementara
yang direkrut sebagai pengawas utama di lapangan adalah laki-laki kulit putih kelas
menengah; untuk ekstraksi hutan, yang direkrut sebagai buruh adalah laki-laki pribumi
dari kalangan miskin pedesaan.

Untuk perkebunan, yang direkrut sebagai buruh sebagian besar adalah laki-laki pribumi
dari kalangan miskin pedesaan, yang kemudian akan melibatkan anggota keluarga
perempuan. Beberapa jenis perkebunan lebih banyak merekrut buruh perempuan,
misalnya perkebunan teh. Perkebunan-perkebunan di Sumatra Utara pada masa kolonial
merekrut buruh laki-laki dari kalangan etnis Tionghoa sebelum mereka mendatangkan
buruh pribumi dari Jawa (Stoler 1995).

Periode berikutnya dalam politik agraria adalah masa paska kemerdekaan, teruma pada
masa Orde Lama. Pada periode ini, terdapat dua arus pemikiran ttg pengelolaan
sumberdaya hutan. Pemikiran pertama mengusulkan agar hutan dikuasai negara dan
dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemikiran ini digagas oleh
rimbawan angkatan 45 (yaitu para rimbawan Indonesia yang bergabung dalam perang
kemerdekaan) (Soepardi 1974). Pemikiran ini menggunakan pendekatan paternalistik
yang menempatkan negara sebagai pengayom bagi rakyat.  Selain itu, pengusung
pemikiran ini menekankan pada tujuan pengelolaan hutan diarahkan pada pengelolaan
berjangka panjang dengan orientasi ekonomi bagi kepentingan negara, yang selanjutnya
akan digunakan untuk membangun bangsa. Pemikiran ini pada masa itu disebut sebagai
konsep "beraliran lama” (Soepardi 1974b).

Di sisi lain, pada saat itu mulai muncul kebutuhan rakyat akan papan (perumahan) dan
kayu bakar, serta kebutuhan lahan untuk pengembangan pertanian dan peternakan
rakyat.  Para rimbawan junior yang memegang teguh semangat nasionalisme
berpendapat bahwa rakyat yang hidup di dalam dan sekitar hutan harus dipenuhi
kebutuhannya. Menurut mereka, perencanaan pengelolaan hutan pada periode paska
kolonial ini seharusnya memperhatikan aspek tersebut. Pemikiran yang bernafaskan
semangat kerakyatan ini disebut sebagai konsep “beraliran baru” (Soepardi
1974b).Terminologi “rakyat” yang digunakan dalam pemikiran “beraliran baru” ini masih
menempatkan “rakyat” sebagai entitas homogen. Para pengusung pemikiran ini belum
memberikan perhatian pada heterogenitas “rakyat”, di mana gender, kelas sosial, dan
berbagai aspek sosial budaya lainnya merubakan bagian penting.
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Pertarungan dua pemikiran tersebut di atas bersifat sangat maskulin. Tidak ada
perempuan di dalam dua kelompok rimbawan tersebut di atas. Bidang kehutanan pada
waktu itu mewarisi tradisi kolonial yang didominasi oleh laki-laki, terutama dari kalangan
priyayi dan kelompok-kelompok sosial di seputarnya, mengingat laki-laki dari golongan
ini lah yang memungkinkan untuk menempuh pendidikan sekolah menengah atas
kehutanan pada masa itu. Laki-laki kalangan bawah yang berasal dari desa-desa sekitar
hutan terlibat sebagai pekerja kasar, antara lain sebagai blandong atau penebang kayu.

Pada saat itu, rejim Orde Lama memposisikan perempuan sebagai “ibu bangsa.”
Presiden Sukarno yang seorang nasionalis-sosialis mendorong perempuan untuk mejadi
‘roda kedua’ kereta perang menuju kemerdekaan. Tetapi disisi lain, pada masa paska
deklarasi kemerdekaan, para pemimpin laki-laki berupaya untuk menguasai dan
mengontrol kegiatan perempuan (Wieringa 2010). Beragam organisasi perempuan di
tanah air, yang telah memiliki sejarah panjang dan terlibat dalam gerakan nasionalisme
sejak akhir masa kolonial, merespon dengan kritis pandangan Soekarno.

Pada saat bersamaan, gerakan pengorganisasian perempuan akar rumput oleh Gerwani
(Gerakan Wanita Indonesia) mulai menguat. Gerwani adalah salah satu organisasi yang
dominan dalam gerakan perempuan pada masa Orde Lama, terutama selama 1950-an
dan awal 1960-an. Pada tahun 1961 organisasi ini memiliki lebih dari satu juta anggota
perempuan. Cabang lokal dari Gerwani didirikan di seluruh Indonesia pada saat itu
(Wieringa, 2002). Sebagian besar anggotanya tertarik untuk bergabung dengan
organisasi ini karena kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka dan
masalah dasar yang dihadapi perempuan dasar saat itu. Gerwani juga mengembangkan
proses pendidikan kritis dan program melek huruf untuk perempuan dan pelatihan bagi
perempuan pada keterampilan teknis seperti manajemen dan akuntansi untuk usaha
kecil / informal. Selain itu, organisasi ini juga mengembangkan program keuangan mikro
di daerah pedesaan dan daerah kumuh perkotaan. Gerwani juga menciptakan TK dan
pusat penitipan anak di kedua desa pedesaan dan perkotaan, di pasar, areal perkebunan
pertanian serta di banyak daerah di mana perempuan bekerja di sektor ekonomi
informal. Gerwani menciptakan kampanye melawan pelecehan seksual, perdagangan
perempuan dan pernikahan anak. Selain itu, Gerwani juga mengembangkan kampanye
tentang hak-hak perempuan yang bekerja dan perempuan agraria (Wieringa 2002).
Sejak akhir 1950-an Gerwani menjadi lebih erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sebagaimana halnya PKI sendiri yang sepenuhnya mendukung Presiden Soekarno dan
proyek-proyek internasional (saat itu Soekarno memimpin gerakan non-aliansi yang
beranggotakan negara-negara di Asia dan Afrika, serta menentang pembentukan negara
baru Malaysia), Gerwani mulai menempatkan kebutuhan ibu di tempat sekunder dan
menekankan identifikasi mereka dengan revolusi yang sedang berjaalan. Posisi ini sejalan
dengan abstraksi Soekarno tentang perempuan Indonesia. Dalam karya polemiknya yang
berjudul Sarinah (Soekarno 1963), ia menegaskan bahwa perempuan akan mengabdikan
diri untuk bangsa, dan problem yang terkait dengan seperti persatuan nasional harus
didahulukan . Pada saat itu Soekarno mendorong perempuan untuk mendidik anak-anak
mereka dalam keyakinan revolusioner dan untuk berpartisipasi dalam latihan dan
persiapan lainnya untuk perjuangan bersenjata melawan neo-imperialisme (Wieringa
2002).

Pada tanggal 24 September tahun 1960, Presiden Sukarno meluncurkan Undang-undang
nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (dikenal dengan nama
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UUPA 1960) yang secara resmi padamulanya dimaknakan sebagai kulminasi dari usaha
meruntuhkan dominasi modal asing sebagai bagian utama dari politik agraria dan
pembangunan berbasis ideologi sosialisme Indonesia.Tahun 1967, orientasi politik
agraria dan pembangunan yang didasari oleh ideologi sosialisme Indonesia ini diganti
secara drastis dan dramatis, menjadi orientasi politik agraria dan pembangunan kapitalis
yang pro-modal asing. Penggantian itu merupakan lanjutan dari pembasmian orang-
orang komunis, keberhasilan kudeta atas Presiden Sukarno, dan kepemimpinan rejim
militer di aras politik nasional di periode 1965-1966.

Sejak tahun 1967, Indonesia memasuki periode ketiga dalam transformasi kebijakan
agraria. Pondasi kebijakan, perundang-udangan, dan aransemen kelembagaan untuk
investasi modal asing telah mantap diletakkan. Negara-negara multilateral pembiaya
hutang/bantuan pembangunan berhasil meyakinan rejim militer untuk membuat
Indonesia bukan hanya merupakan pintu terbuka, melainkan rumah terbuka bagi
perusahaan-perusahaan transnasional yang kerjanya adalah akumulasi modal skala
dunia. Di sektor kehutanan pada saat itu, gabungan antara ketertarikan investasi asing,
bangkitnya pasar untuk kayu dan munculnya teknologi untuk mengeksploitasi hutan
secara besar-besaran mendorong lahirnya kebijakan untuk mendukung pembalakan kayu
berskala industri.

Periode ini juga diwarnai dengan ketegangan politik, pembantaian dan rangkaian
kekerasan terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi
lainnya yang dianggap berafiliasi dengan PKI dan atau mengadopsi ideologi komunisme.
Gerwani termasuk salah satu organisasi yang ditumpas. Pada masa sesudah 30
September 1965,tidak sedikit para perempuan tokoh penggerak Gerwani yang dibantai,
dipenjarakan tanpa diadili, dan atau disiksa oleh aparat militer maupun komponen
masyarakat yang mendukung upaya pemerintah untuk “menumpas” pemikiran dan
praktek-praktek komunisme. *Selain itu, rejim Orde Baru melakukan kontrol secara kuat
terhadap aktivitas organisasi-organisasi non-pemerintah. Rejim ini melabel pemikiran
maupun aksi terkait konsep “kerakyatan”sebagai bagian dari pengaruh komunisme.
Kombinasi antara tekanan dan kontrol politik serta ancaman kekerasan oleh rejim militer
tersebut membuat gerakan perempuan dan gerakan sosial di Indonesia mengalami
kebekuan selama akhir 1960-an hingga awal 1980-an. Sebagian aktivis melanjutkan
pergerakan mereka dan memfasilitasi kaderasi namun menggunakan jalur “bawah
tanah”. Sebagian lagi mengubah aktivitas mereka menjadi rangkaian kegiatan yang
“aman” secara politik.

Situasi tersebut di atas membuat rejim Orde tidak memperoleh respon kritis dari
organisasi non-pemerintah maupun organisasi masa lainnya ketika rejim ini menetapkan
peraturan perundangan terkait sumber-sumber agraria, termasuk di dalamnya Undang-
Undang Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967 dan Undang-Undang Pokok Pertambangan.
Rejim Orde baru juga membekukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no. 5 tahun
1960 yang direncanakan menjadi landasan bagi program land reform besar-besaran oleh
rejim sebelumnya.

* Sejarah lengkap Gerwani dapat dilihat dalam karya Saskia Wieringa (2002) yang berjudul “Sexual
Politics in Indonesia”; Karya itu kemudian disempurnakan dan diterbitkan dalam Bahasa Indonesia pada
tahun 2010 dengan judul “Penghancuran Gerakan Perempuan : Politik Seksual Di Indonesia Pasca
Kejatuhan PKI”.
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Ketika Jenderal Suharto memenangkan posisi sebagai Presiden Republik Indonesia
melalui Supersemar, sangat penting untuk memahami bagaimana pejabat pemerintah
Amerika Serikat menekankan pentingnya mengembalikan bukan saja kepercayaan dari
kreditor asing, melainkan juga kepercayaan dari investor asing. Suatu perusahaan
pertambangan Amerika Freeport Sulphur yang berkedudukan di kota New Orleans,
dipilih oleh pejabat pemerintah Amerika Serikat untuk menguji komitmen apakah
sentimen negatif atas modal asing sudah terkikis dari pemerintahan Republik Indonesia.
Pemerintah Indonesia berhasil lulusan ujian itu. Sebelum Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera) dilakukan untuk menentukan status papua dalam Republik Indonesia (1969),
kontrak karya pertambangan seluas 200 ribu hektar di pulau Papua sudah diberikan
Pemerintah Indonesia pada Freeport Sulphur itu, yang didalamnya mencakup wilayah
adat tempat hidup orang-orang Amungme, Komoro, dan lainnya. Kontrak karya itu
menandai penderitaan panjang bagi warga komunitas-komunitas tersebut, khususnya
perempuan dan kaum marjinal®.

Sejak tahun 1967,fondasi kebijakan, perundang-udangan, dan aransemen kelembagaan
untuk investasi modal asing telah mantap diletakkan. Negara-negara multilateral
pembiaya hutang/bantuan pembangunan berhasil meyakinan rejim militer untuk
membuat Indonesia bukan hanya merupakan pintu terbuka, melainkan rumah terbuka
bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang kerjanya adalah akumulasi modal skala
dunia.

Selain itu, pendekatan yang diterapkan oleh rejim Orde Baru sejak awal berkuasa adalah
penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria oleh negara untuk diekstraksi sedemikian
rupa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Paradigma
pembangunan yang diadopsi rejim Orde Baru menempatkan negara sebagai “pengayom
rakyat”. Pemimpin rejim ini, Jenderal Soeharto, menetapkan diri sebagai “bapak
pembangunan.” Rejim Orde Baru menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu. Para
perempuan istri pegawai negeri dan korps militer didorong untuk menjadi anggota
Dharma Wanita. Perempuan-perempuan menengah ke bawah di desa dan di kota
didorong untuk menjadi anggota organisasi kemasyarakatan yang dikenal sebagai
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Politik gender pada masa Orde Baru dikenal dengan politik “ibuisme” (Surjakusuma
1996). Istilah Ibuisme pertama kali dilontarkan oleh Madelon Djajadiningrat-
Nieuwenhuis dalam artikelnya yang berjudul "lbuisme dan Priyaization: Path to Power?"
yang diterbitkan pada tahun 1987 untuk menggambarkan kombinasi dari budaya borjuis
Belanda dan nilai-nilai tradisional priyayi (bangsawan Jawa). Madelon Djajadiningrat-
Nieuwenhuis mendefinisikan lbuisme sebagai sebuah ideologi yang memberikan sanksi
atas tindakan apapun yang diambil oleh seorang ibu yang merawat keluarganya,
kelompoknya, memberikan kontribusi bagi kelas sosial, perusahaan, atau negara tanpa
menuntut diberikannya kekuasaan atau prestise sebagai imbalan. Dengan
mendefinisikan perempuan sesuai dengan ideologi Ibuisme, yakni sebagai ibu dan istri,
dan tidak mendukung akses perempuan terhadap kekuasaan politik, Orde Baru telah
menjinakkan, mensegegrasi dan mendepolitisasi perempuan (Suryakusuma 1996).
Warisan ideologi ini masih berpengaruh pada era kontemporer. Hal ini dapat dilihat di

3 Lihat karya Eben Kirksey (2012) berjudul “Freedom in Entangled Worlds: West Papua and the
Architecture of Global Power”.
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kebijakan agraria yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang masih
mengabaikan peran penting perempuan dan kelompok marjinal.

Periode keempat transformasi kebijakan agraria, yang berlangsung pada tahun 1980-an,
terfokus pada upaya untuk mengubah wilayah hutan menjadi wilayah-wilayah proyek
kolonisasi berskala besar, yang dikenal sebagai program transmigrasi. Pada saat
bersamaan, Pada 1980/1981 pemerintah melaksanakan proyek yang didanai Bank Dunia
di Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dikombinasikan aplikasi skema transmigrasi. Proyek ini
tidak memberi tempat bagi perempuan. Warga peserta PIR dianggap diwakili oleh laki-
laki yang diposisikan sebagai kepala keluarga. Berdasarkan proyek Bank Dunia tersebut,
pada tahun 1984 Departemen Pertanian meluncurkan regulasi untuk mengembangkan
perkebunan kelapa sawit dengan pendekatan PIR. Sama halnya dengan Bank Dunia,
Departemen Pertanian menggunakan pendekatan yang tidak memberi ruang bagi
perempuan. Pada tahun 1986, Keputusan Presiden Nomor 1/1986 menyatakan bahwa
pengembangan skema PIR harus diintegrasikan dengan program transmigrasi. Petani
migran yang disponsori pemerintah terutama digunakan untuk membuka kawasan hutan
dan sebagai sumber tenaga kerja murah bagi perusahaan perkebunan industri. Dalam
program transmigrasi, lagi-lagi perempuan tidak dianggap ada; ia dianggap sudah
diwakili oleh suaminya. Dengan pendekatan ini, sejak tahun 1986 dan seterusnya, sektor
swasta Indonesia kelapa sawit mengalami pertumbuhan pesat (Siscawati 2002).

Periode kelima transformasi kebijakan agraria, yang dimulai pada awal tahun 1990-an,
Indonesia mulai mengubah wilayah pembalakan kayu dan lahan pertanian di Sumatera
dan Kalimantan menjadi “perkebunan kayu” (dikenal sebagai hutan tanaman
industri/HTI). Pada saat bersamaan, Indonesia semakin gencar mengembangkan
perkebunan kelapa sawit. Baik HTI maupun perkebunan kelapa sawit, perkembangan
keduanya didukung oleh wacana perkembangan yang menganjurkan peningkatan
pendapatan ekspor nonmigas dan diversifikasi kesempatan kerja. Periode keenam, yang
dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia dan perkembangan wacana
perubahan iklim, diawali dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk produksi biofuel
pada tahun 2006. Periode ketujuh, berkaitan dengan berkembangnya wacana
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pembayaran jasa lingkungan
(payment for environmental services) dan penyerapan karbon oleh hutan. Pada periode
ini, pengambil-alihan penguasaan atas tanah dilakukan atas nama penyelamatan
lingkungan. Para peneliti menyebut proses ini sebagai green appropriation (McCarthy et
al 2012) atau green grabbing (Fairhead et al 2012) .

Menelisik Perjalanan Empat Konsesi Agraria
= Konsesi Hutan Tanaman Industri

Jumlah pemegang izin hutan tanaman industri pada tahun 2012 telah mencapai 285
unit, dengan nilai aset mencapai Rp 15,8 triliun. Namun, hanya sekitar 70 persen
perusahaan yang masih aktif beroperasi (Tempo, 12 Agustus 2012). Situasi di mana
perusahaan pemegang konsesi HTI tidak merealisasikan pembangunan HTI bukanlah hal
yang baru. Pada tahun 2000, realisasi pembangunan HTI hanya mencapai 23,1%
(Kartodihardjo dan Supriono 2000). Faktor utama yang mendorong peningkatan
pengajuan ijin pembangunan HTI adalah adanya subsidi dan kemudahan untuk
mendapatkan lahan hutan sebagai lokasi HTI. Kemudahan ini telah menyebabkan
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sebagian besar aplikasi ijin HTI diajukan oleh pengusaha swasta untuk mendapatkan
kayu dari konversi hutan alam dan untuk mendapatkan dana murah yang disediakan
pemerintah (Kartodihardjo dan Supriono 2000).

Sejak awal dikembangkan, proses pembangunan HTI telah menimbulkan masalah
lingkungan dan beragam problem sosial. Sebagian besar wilayah di mana HTI
dikembangkan juga merupakan wilayah adat. Komunitas-komunitas adat di wilayah-
wilayah tersebut melakukan perlawanan dengan beragam cara. Di beberapa tempat,
perempuan mengambil peran dalam gerakan perlawanan terhadap HTI. Pada akhir tahun
1980-an, seorang perempuan tani dari kampung Sugapa, Silaen, Sumatra Utara, bernama
Nai Sinta memimpin gerakan perlawanan perempuan Sugapa untuk mempertahankan
hak atas tanah yang dirampas oleh PT. Inti Indorayon Utama, sebuah industri pulp dan
kertas yang memperoleh konsesi dari pemerintah untuk membangun hutan tanaman
industri (Simbolon, 1998). Semangat perlawanan perempuan Sugapa diadopsi oleh
kelompok-kelompok perempuan di beberapa wilayah lain.

Sumatra Selatan merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar kawasan hutannya
dialokasikan sebagai hutan tanaman industri. Departemen Kehutanan menerbitkan ijin
konsesi hutan tanaman industri seluas sekitar 1, 3 juta ha dari 1,7 juta ha hutan tanaman
produksi di Sumatra Selatan. ljin ini dipegang oleh 19 perusahaan (Departemen
Kehutanan, 2012). Proses pembangunan hutan tanaman industri ini turut memberikan
kontribusi besar bagi kerusakan hutan Sumatra Selatan. WALHI Sumatra Selatan
menyebutkan bahwa sebanyak 60 persen dari 3,7 juta hektar hutan di Sumatra Selatan
diperkirakan rusak. Namun demikian situasi ini tidak menyurutkan rencana ambisius
pemerintah daerah Sumatra Selatan untuk membangun dua pabrik pulp dan paper yang
memiliki kapasitas produksi 2 juta ton pulp per tahun. Salah satu pabrik tersebut, yaitu
PT Oki Pul and Paper Mils merupakan sebuah perusahaan yang bergantung sepenuhnya
pada pembiayaan asing.

Konsesi Restorasi Ekosistem

Sejak beberapa tahun terakhir, Departemen Kehutanan mulai mengembangkan
kebijakan dan program yang mengadopsi pendekatan “environmental services.” Salah
satu langkah di dalam kerangka pendekatan ini adalah kebijakan pemberian konsesi
restorasi ekosistem. Kebijakan tersebut ditetapkan pertama kali oleh kementrian
kehutanan pada tahun 2004, pada Hutan Harapan® (terletak di dua propinsi, yakni
Sumatra Selatan dan Jambi) yang merupakan wilayah konsesi restorasi hutan yang
pertama ditetapkan di Indonesia. Kawasan Hutan Harapan ditetapkan di lahan eks HPH,
di mana sebagian lahan tersebut berada di kabupaten Sorolangun. Pemegang ijin

* Kebijakan di tingkat Kementerian Kehutanan tersebut dikuatkan dengan kebijakan nasional dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 juncto PP Nomor 3 Tahun 2008 yang memuat UPHHK-
RE sebagai tipe pengelolaan hutan produksi yang baru bersama dengan Hutan Alam Produksi dan Hutan
Tanaman. Selanjutnya untuk proses permohonan izin telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan
(Permenhut) Nomor 61 Tahun 2008 yang diamandemen melalui Permenhut No. 50 Tahun 2010 dan
Permenhut 26 Tahun 2012 (Burung Indonesia, 2012).

> Meliputi 98.554 ha hutan dataran rendah kering (dry lowland forest); sebelumnya merupakan wilayah
dua konsesi pembalakan hutan yang dikelola melalui Hak Pengusahaan Hutan/HPH, yang masing-masing
luasannya hampir sama.

Working Paper Sajogyo Institute No. 12, 2014 | 15



konsesinya adalah PT. REKI yang berada di bawah sebuah konsorsium tiga lembaga yakni
Burung Indonesia, The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) dan Birdlife
International.® Selanjutnya, pada tahun 2009 kementrian kehutanan menerima
sejumlah aplikasi restorasi ekosistem hutan di beberapa wilayah lain yang meliputi dua
juta hektar kawasan hutan (Birdlife International 2010).

Namun demikian, studi awal yang dilakukan oleh peneliti Sajogyo Institute menunjukkan
bahwa pengelola kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan mewarisi kondisi di mana
terdapat ketidakjelasan batas-batas agraria antara kawasan tersebut dengan kawasan
lain di sekitarnya. Selain itu terdapat pula masalah batas administratif antar desa di
wilayah tersebut. Kondisi inilah yang memacu berbagai konflik agraria antar aktor di
berbagai arena (masyarakat, pemerintah dan swasta). Sebagai respon atas konflik
agraria yang mereka hadapi, para petani dari wilayah konsesi restorasi ekosistem PT REKI
bergabung dengan rombongan petani Jambi yang melakukan aksi protes dengan cara
berkemah di depan kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta sejak bulan November
2012. Mereka juga bergabung dalam aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta menempuh
jarak lebih dari 1,000 km selama 42 hari. Di dalam dua rombongan tersebut terdapat
sekelompok kecil perempuan tani.

=  Perjalanan Disposesi dan Ekslusi dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

Bibit pertama kelapa sawit didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dari Afrika
Barat pada tahun 1848 dan ditanam di Kebun Raya Bogor di Jawa Barat Bibit pertama
tersebut kemudian menjadi pohon induk bagi perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan
Malaysia (lihat Brookfield et al 1995). Tanaman Kelapa Sawit mulai diusahakan dan
dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911 di Aceh dan Sumatera Utara oleh
Adrien Hallet, seorang berkebangsaan Belgia. Pengembangan perkebunan kelapa sawit
dimungkinkan oleh UU Agraria jaman kolonial yang ditetapkan tahun 1870. Perkebunan
kelapa sawit pertama tersebut dikelola oleh SOCFIN (Société Financiere des
Caoutchoucs), sebuah perusahaan Franco-Belgia. Pada tahun 1938 ekspor gabungan dari
Sumatera Utara dan Aceh merupakan yang tertinggi di dunia. Suntikan modal Belanda
mendorong ekspansi yang cepat di bidang perkebunan dan produksi sawit pada saat itu
(Brookfield et al 1995).

Sistem perkebunan mengalami stagnasi setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun
1945, karena pemilik perkebunan Belanda tidak lagi mendapat dukungan dari
pemerintah paska kolonial. Alasan lain untuk stagnasi adalah bahwa presiden Soekarno
menentang modal asing dan pinjaman luar negeri. Sistem perkebunan besar mulai
tumbuh kembali pada tahun 1967, yang merupakan awal periode Orde Baru di bawah
Presiden Soeharto. Pada saat itu pemerintah Indonesia (dengan bantuan Bank Dunia)
melakukan investasi langsung terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui
perusahaan milik negara. Dari tahun 1967 sampai 1977, ekspansi perkebunan kelapa
sawit masih berjalan lambat. Mulai tahun 1978 dan seterusnya, pertumbuhannya
meningkat menjadi rata-rata 21,7 persen per tahun untuk perkebunan swasta industri
dan 2,9 persen untuk perkebunan milik negara (Siscawati 2002).

6http://harapanraim‘orest.org/
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Pada tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru mengembangkan program transmigrasi di
Kalimantan. Peserta utama program ini adalah para petani dari Pulau Jawa yang
didorong pemerintah untuk mengembangkan pertanian sawah di Kalimantan. Hal ini
berkaitan dengan anggapan pemerintah Orde Baru bahwa sistem pertanian yang
dikembangkan masyarakat Dayak di berbagai lokalitas di Kalimantan, yang oleh para ahli
disebut sebagai pertanian gilir balik (swidden agriculture), merupakan sistem pertanian
terbelakang dan menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dan terciptanya lahan-lahan
kritis. Pemerintah Orde Baru memberi label-label negatif, yakni “pertanian tebas dan
bakar” dan “perladangan berpindah,” bagi sistem pertanian gilir balik yang
sesungguhnya memiliki peran penting baik dalam kebudayaan masyarakat Dayak di
Kalimantan.

Lahan-lahan yang diberakan atau diistirahatkan oleh peladang gilir balik selama kurun
waktu tertentu dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada lahan tersebut
menjalani proses pemilihan alami dianggap oleh pemerintah pusat sebagai lahan tidur.
Pada tahun 1975 Gubernur Kalimantan Barat mulai menjadikan lahan-lahan pertanian
gilir balik yang sedang diberakan tersebut sebagai wilayah utama dalam rencana
pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Pada tahun 1978,
perusahaan perkebunan negara, yaitu PNP VII yang telah berpengalaman mengelola
perkebunana kelapa sawit di Sumatra Utara, mulai melakukan survey di Kalimantan
Barat. Survey ini dilanjutkan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di
Kabupaten Sanggau (PNPVII, 1984:15 dalam Porter 2008).

Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu dalam naskah ini, pada 1980/1981
pemerintah melaksanakan proyek yang didanai Bank Dunia di Perkebunan Inti Rakyat
(PIR), dikombinasikan aplikasi skema transmigrasi. Proyek ini tidak memberi tempat bagi
perempuan. Warga peserta PIR dianggap diwakili oleh laki-laki yang diposisikan sebagai
kepala keluarga. Berdasarkan proyek Bank Dunia tersebut, pada tahun 1984 Departemen
Pertanian meluncurkan regulasi untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit
dengan pendekatan PIR. Sama halnya dengan Bank Dunia, Departemen Pertanian
menggunakan pendekatan yang tidak memberi ruang bagi perempuan. Pada tahun
1986, Keputusan Presiden Nomor 1/1986 menyatakan bahwa pengembangan skema PIR
harus diintegrasikan dengan program transmigrasi. Petani migran yang disponsori
pemerintah terutama digunakan untuk membuka kawasan hutan dan sebagai sumber
tenaga kerja murah bagi perusahaan perkebunan industri. Dalam program transmigrasi,
lagi-lagi perempuan tidak dianggap ada; ia dianggap sudah diwakili oleh suaminya.
Dengan pendekatan ini, sejak tahun 1986 dan seterusnya, sektor swasta Indonesia
kelapa sawit mengalami pertumbuhan pesat (Siscawati 2002).

Seperti telah disebutkan di awal naskah ini, data Dirjenbun menunjukkan bahwa luasan
perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2012 adalah 8,1 juta hektar (Dirjenbun
2012 sebagaimana dikutip oleh Sawit Watch 2012). Sawit Watch (2012) memperkirakan
bahwa luasan sesungguhnya telah mencapai 11,5 juta hektar. Perkebunan-perkebunan
kelapa sawit memang sering lebih luas dari konsesi legalnya.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit didukung oleh kemungkinan pengubahan fungsi
kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2004-2005 Departemen
Pertanian di Indonesia menyatakan bahwa sekitar 27 juta hektar tanah merupakan
‘wilayah hutan tidak produktif’ yang dapat ditawarkan kepada investor untuk
selanjutnya dikonversi menjadi perkebunan (Colchester et al 2006). Lahan ‘tidak
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produktif’ tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan negara yang dinilai telah
terdegradasi karena penebangan, perladangan dan aktivitas perusakan hutan lainnya.
Pada tahun 2009, tambahan 11 juta hektar kawasan hutan sudah dialokasikan untuk
dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit tapi dalam realitanya belum ada
penanaman sawit sama sekali di kawasan tersebut (Sirait 2009). Terdapat indikasi di
mana banyak perusahaan pemegang ijin perkebunan kelapa sawit lebih tertarik pada
kayu yang dibalak dari proses penyiapan lahan (land clearing). Sementara itu, rangkaian
langkah dalam proses penyiapan lahan, dimulai dari proses pembukaan lahan hutan,
dilanjutkan dengan pembalakan kayu dan pembakaran lahan, mengubah rona dan fungsi
ekologis dan menyebabkan beragam masalah ekologis. Dengan percepatan luasan
400.000 ha per tahun, luasan kebun sawit Indonesia digenjot pemerintah, perusahaan-
perusahaan swasta, dan petani-petani sawit, luasan kebun Sawit di Indonesia
dicanangkan mencapai 20 juta hektar pada tahun 2025 (Sawit Watch, 2012).

Pemerintah propinsi dan kabupaten memiliki peran penting dalam ekspansi perkebunan
kelapa sawit. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
yang ditetapkan pada tahun 1999 dan 2002 yang memberi ruang bagi pemerintah
daerah untuk melakukan kontrol terhadap tanah, hutan, anggaran dan perencanaan
yang terkait dengan daerah mereka. Bagi pemerintah daerah, ekspansi perkebunan
kelapa sawit di wilayah mereka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah andalan ekspansi perkebunan kelapa
sawit. Di propinsi ini, dua juta orang tinggal di wilayah perkotaan dan dua juta orang
tinggal di wilayah pedesaan. Warga di wilayah pedesaan, terutama masyarakat adat,
menghadapi masalah akses atas tanah dan wilayah hidupnya. Mereka bersaing dengan
perusahaan kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya, perusahaan pemegang
konsesi kehutanan yang izinnya diberikan oleh Departemen Kehutanan (konsesi
pembalakan atau konsesi hak pengusahaan hutan/HPH, konsesi hutan tanaman industri),
serta pengelola wilayah konservasi yang memperoleh akses atas tanah dan wilayah
dalam skala luas.

Di Kalimantan Barat, hingga tahun 2009 terdapat sekitar 261 perusahaan perkebunan
kelapa sawit dengan luas lahan 4,1 juta hektare. Padahal, alokasi lahan yang dicadangkan
hanya sekitar 1,5 juta hektare (Disbun Kalbar, 2009). Hampir 70 persen perusahaan sawit
di Kalbar dikuasai investor Malaysia. Pada tahun 2009, tercatat bahwa Kalimantan Barat
berencana untuk memperluas perkebunan kelapa sawit seluas 5 juta ha, sebuah luasan
yang melebihi propinsi lain di Indonesia (Sirait, 2009). Kawasan hutan dan tanah-tanah
pertanian milik petani kecil yang belum memiliki sertifikat memiliki resiko diklasifikasi
oleh pemerintah daerah sebagai tanah tidak produktif , yang kemudian akan segera
diusulkan oleh pemerintah daerah untuk diubah menjadi kebun kelapa sawit.

Selain didorong oleh regulasi dan pasar, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga
dilakukan melalui berbagai cara di tingkat mikro yang melibatkan orang-orang yang
masih punya hubungan dekat; Hall et al (2011) menyebutnya sebagai intimate
exclusion. Proses ini bertumpu pada konsep jender dan relasi kekuasaan berbasis jender.
Dua kajian yang dilakukan di wilayah berdekatan (Julia dan White 2011, Siscawati 2013)
menunjukkan bahwa banyak perempuan tidak terlibat dalam proses pengambilan
keputusan pelepasan tanah-tanah produktif, yang sesungguhnya adalah tanah mereka
maupun tanah yang sedianya akan diwariskan kepada mereka, untuk tujuan
pengembangan perkebunan kelapa sawit. Para perempuan juga tidak sepenuhnya
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terlibat dalam membuat keputusan untuk bergabung dengan skema inti-plasma yang
dikelola perkebunan kelapa sawit.

. Konsesi Pertambangan Batu Bara

Di sektor pertambangan, ekspansi wilayah tambang meningkat pesat sejak tahun 2000.
Pada tahun 2000, batubara dan pertambangan mineral menyumbang sekitar tiga persen
dari total pendapatan pemerintah, pada tahun 2009 meningkat menjadi sekitar enam
persen (Resosudarmo et al. 2012). Situasi ini antara lain dipengaruhi oleh penetapan UU
22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan peluang bagi pemerintah
daerah untuk memberikan izin pertambangan. Undang-undang pertambangan yang
baru, UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga mendukung peran
pemerintah daerah dalam penerbitan ijin pertambangan. Pemerintah daerah yang
melihat sebagai kesempatan untuk menghasilkan pendapatan dengan cepat
mengeluarkan banyak lisensi tanpa melakukan konsultasi intensif dengan lembaga
pemerintah lainnya (Resosudarmo et al. 2012).

Untuk pertambangan batu bara, Kalimantan Timur merupakan wilayah di mana terjadi
ledakan jumlah perijinan. Kalimantan Timur merupakan wilayah di mana terjadi ledakan
jumlah perijinan pertambangan batu bara. Dengan mengolah data Distamben Kaltim,
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebutkan bahwa pada tahun 2007 terdapat
633 ijin tambang batu baru dengan total luasan sekitar 1,73 juta ha. Pada tahun 2011,
terdapat 789 ijin dengan total luasan sekitar 3,11 juta ha. Ekspansi pertambangan batu
bara di Kalimantan Timur juga mulai menimbulkan krisis pangan. Dalam beberapa tahun
terakhir, secara rata-rata empat ribu hektar lahan pertanian tiap tahun di Kaltim lenyap
karena beralih fungsi menjadi kawasan konsesi penambangan batu bara. Badan
Ketahanan Pangan Kaltim menyebutkan bahwa pada tahun 2011 Kaltim telah
kekurangan pasokan beras sebesar 59.000 ton. Salah satu kabupaten yang merupakan
“lumbung pangan” Kaltim adalah Kabupaten Kutai Kertanegara. Dinas Pertanian dan
Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kertanegara menyebutkan bahwa pada selama tahun
2008-2009, sebanyak 5,2 % lahan pertanian di kabupaten ini telah dikonversi menjadi
tambang batubara. Proses konversi ini sangat mempengaruhi kontribusi pasokan pangan
bagi Propinsi Kaltim, mengingat kabupaten Kutai Kertanegara merupakan penyumbang
37 % dari total kebutuhan pangan Kaltim (Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Kabupaten Kutai Kertanegara 2009).
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Iv.
Dimensi Gender dalam Mekanisme-Mekanisme yang Mengubah
Hubungan Penguasaan dan Tata-Guna Tanah

Titik berangkat penelitian ini adalah memberi tempat utama pada gender sebagai suatu
kenyataan yang menstrukturkan kehidupan sosial, dengan utamanya menempatkan
perempuan dan pengalaman perempuan, termasuk tapi bukan hanya dalam hubungan
dengan laki-laki, sebagai fokus utama penyelidikan dan penyajian etnografis. Andil
utama peneliti-peneliti Sajogyo Institute dalam menggunakan ekologi politik feminis
dalam upaya memahami perubahan agraria, khususnya hubungan kepemilikan, tata-
guna tanah, dan perjuangan akses atas tanah dan pekerjaan, adalah mengedepankan
posisi, peran dan narasi perempuan sebagai fokus, dan meletakkan dalam konteksnya
sehingga dapat dilihat.

Nampak jelas dari empat penelitian lapangan bahwa konsesi-konsesi pertambangan,
kehutanan, perkebunan, dan restorasi ekosistem merusak hubungan kepemilikan yang
ada dan menjadi alas hidup komunitas lokal. Dalam periode formatifnya, perusahaan-
perusahaan pemegang lisensi menegaskan dirinya sebagai pemegang kuasa yang
mengendalikan wilayah yang kemudian menjadi konsesinya. Selain lisensi-lisensi itu,
kekuasaan yang diandalkan untuk operasi pengendalian ini adalah, beragam regulasi
beserta mesin birokrasi yang menjalankannya, uang untuk mobilisasi para pekerja, dan
aliansinya dengan birokrasi represif dan penegak hukum vyang berfungsi
mengkriminalisasi mereka yang menentang. Konsesi-konsesi perusahaan kapitalis ini
tidak dapat hidup berdampingan secara damai dengan hubungan kepemilikan (property
relation) dan sistem-sistem produksi (mode of production) yang sebelumnya bekerja di
wilayah itu. Sebaliknya, secara memusnahkan kesemua itu untuk membangun suatu
sistem produksi yang baru, yakni sistem produksi pertambangan batu bara, produksi
dan sirkulasi komoditas untuk akumulasi keuntungan.

Dalam literatur ekonomi politik Marxis tersedia konsep “primitive accumulation” yang
diangkat dengan maksud menunjukkan mekanisme bagaimana sistem produksi
kapitalisme tumbuh dan berkembang pada mulanya dengan menghancur-leburkan
hubungan kepemilikan sebelumnya. Karl Marx dalam Das Capital (1867)
mengembangkan konsep primitive accumulation ini berdasar pada pengalaman di
Inggeris abad 18 dan 19, yang intinya adalah suatu pelepasan paksa yang brutal ikatan-
ikatan antara petani dengan tanahnya, dan menjadikan tanah sebagai bagian dari modal
perusahaan kapitalis, dan di lain pihak petani tersebut dibebaskan dari ikatannya dengan
tanah garapan dan menjadikannya tenaga kerja bebas. Konsep primitive accumulation
dari Karl Marx ini mendapat tempat kembali dalam studi-studi tentang perubahan
hubungan kepemilikan sehubungan dengan perkembangan kapitalisme (De Angelis 1999,
2007, Perelman 2000, Hall 2014).

Penelitian di empat konsesi agraria yang dilaksanakan oleh para peneliti Sajogyo Institute
menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum-hukum negara (state laws), termasuk di
dalamnya melalui peraturan-peraturan (regulation) yang mengatur pemberian lisensi



perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, merupakan suatu mekanisme utama untuk
perluasan system-sistem produksi kapitalis. Hal ini tak lain dan tak bukan merupakan
suatu cara agar perusahaan-perusahaan pemegang lisensi dapat memperoleh kontrol
yang eksklusif atas wilayah konsesinya dengan membatasi akses penduduk atas tanah
dan sumber daya alam yang berada di dalam konsesi mereka itu. Melalui penggunaan
kuasa yang bersumberkan pada kekuatan, regulasi, dan uang, perusahaan-perusahaan
mulai melarang atau setidaknya membatasi akses penduduk atas tanah dan alam yang
pada gilirannya status kepemilikannya bukan lagi dipangku oleh penduduk. Bila saja
sekelompok rakyat melakukan protes dan melancarkan perlawanan untuk secara
strategis menguasai dan memulihkan kembali akses atas tanah dan wilayah yang telah
diambil alih pemerintah dan perusahaan-perusahaan itu, akibatnya sangat nyata, yakni
mereka dapat dikriminalisasi, dikenai sanksi oleh birokrasi hukum, atau tindakan
kekerasan lainnya yang dapat saja dibenarkan secara hukum.

Hutan Tanaman Industri

Dalam proses pengembangan hutan tanaman industri di Sumatera Selatan, Vegitya,
peneliti Sajogyo Institute yang melakukan kajian tentang hutan tanaman industri untuk
penelitian ini, menemukan bahwa proses perubahan penguasaan hutan dari waktu ke
waktu telah mengubah kehidupan masyarakat desa sekitar hutan. Para perempuan,
terutama dari kalangan bawah, menjalani rangkaian pengalaman tersendiri yang
terbentuk dalam proses perubahan penguasaan sumberdaya hutan. Perubahan yang
terjadi antara lain proses melemahnya akses komunitas terhadap tanah dan sumberdaya
hutan, bahkan mulai terjadi reduksi relasi antara komunitas dengan tanah dan
sumberdaya hutan. Situasi ini menciptakan relasi sosial yang timpang, yakni antara
perusahaan hutan tanaman industri yang menggunakan pendekatan ekstraktif dan
memiliki basis produksi berupa tanah dan modal, berhadapan dengan perempuan dan
laki-laki dari komunitas setempat yang secara perlahan kehilangan tanah-tanahnya.
Perempuan dan laki-laki tak bertanah itu kini memasok buruh yang murah dan
melimpah.

Perempuan merespon bergantinya penguasaan hutan dari waktu ke waktu dengan
melakukan diferensiasi sumber mata pencaharian, dari sektor pertanian ke sektor non-
agraris, misalnya berdagang di pasar, membuka warung, menyewakan rumahnya, dan
berbagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang pada gilirannya menambah beban
perempuan sebagai pihak yang harus memenuhi kebutuhan keluarga yang terus
meningkat. Segregasi sosial antara perempuan elit dan perempuan pekerja juga
terbentuk akibat reproduksi ruang yang mereproduksi relasi sosial tersebut.

Vegitya (2014) berpendapat bahwa sesungguhnya perempuan tidak pernah sepenuhnya
teralienasi akibat reproduksi ruang hutan, melainkan keterkaitan terhadap hutan
berubah dengan berubahnya relasi tersebut. Jika pada masa sebelum dibangunnya hutan
tanaman industri keterkaitan perempuan dan hutan dihubungkan oleh manfaat-manfaat
yang bisa dinikmati masyarakat dari hutan, maka saat ini keterkaitan perempuan dan
hutan dihubungkan oleh dampak-dampak pencemaran lingkungan hutan oleh penetrasi
dan ekspansi industri ekstraktif yang sedemikian eksesif dan oposisional terhadap
kelestarian hutan.
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Restorasi Ekosistem

Kajian tentang konsesi restorasi hutan dilakukan di Jambi karena Jambi merupakan
wilayah konsesi restorasi hutan yang pertama kali ditetapkan di Indonesia. Kawasan
tersebut, dikenal sebagai Hutan Harapan, ditetapkan di lahan eks HPH, di mana sebagian
lahan tersebut berada di kabupaten Sorolangun, Propinsi Jambi. Seperti disebutkan di
bagian lain proposal ini, pemegang ijin konsesinya adalah PT. REKI yang berada di bawah
sebuah konsorsium tiga lembaga yakni Burung Indonesia, The Royal Society for the
Protection of Birds (RSPB) dan Birdlife International.

Wilayah Restorasi Ekosistem Hutan Hrapan (REHH) di Jambi berada di dua kabupaten,
yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sorolangun dengan batas-batas sebagai
berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan THR Senami, perkebunan sawit PT. Asiatic
Persada, HTI PT. Agronusa Alam sejahtera, dan Kabupaten Batanghari; 2. Sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (masih dalam
konsesi REH PT. REKI) dan HTI PT. Wahana Agro Mulya; 3. Sebelah Timur berbatasan
dengan kabupaten Sarolangun dan HTI PT. Alam Lestari Nusantara; dan 4. Sebelah Barat
berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Perkebunan
Sawit PTPN VI, dan HTI PT. Bumi Persada Permai. Desa-desa di sekitar kawasan REHH
dapat dikelompokkan menjadi desa transmigrasi dan desa asli. Desa-desa transmigrasi
sebagian besar berada di sebelah Utara REHH, sedangkan desa asli membentang dari
Utara hingga Selatan REHH.

Mekanisme konsesi restorasi ekosistem bertabrakan dengan upaya-upaya masyarakat
adat dalam mempertahankan hutan mereka. Selain itu, tekanan kependudukan dan
kebutuhan lahan untuk penghidupan mendorong masyarakat lokal dan pendatang
melakukan ekspansi ke daerah-daerah frontier baru, termasuk wilayah yang masih rapat
ditutup sumber-sumberdaya hutan. Kompleksitas dinamika kependudukan, mekanisme
akses dan klaim sumber-sumber agraria tersebut terus berkelindan dengan artikulasi dan
narasi kebijakan agraria lainnya (Mardiana 2014).

Di wilayah konsesi PT REKI dan sekitarnya, desentralisasi atas konsesi-konsesi agraria dan
kehutanan justru mengakibatkan meluasnya fenomena open acces resourcesdi mana
tanah dan “wilayah” komunitas tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat migran yang
memerlukan lahan untuk pertanian sebagai sumber nafkahnya. Open acces resources
juga dimanfaatkan pula oleh beragam pihak lain, diantaranya adalah elit lokal,
perusahaan swasta, bahkan oleh LSM dengan membawa kepentingan masing-masing
dan upaya masing-masing dalam melegetimasi klaim atas penguasaan lahan tersebut.
Setiap aktor melakukan sejumlah upaya melegitimasi klaim atas penguasaan sumber-
sumber agraria mereka dan melakukan jejaring kekuasaan dengan aktor-aktor lain.

Perkebunan Kelapa Sawit

Ekspansi perkebunan kelapa sawit berlangsung melalui berbagai mekanisme yang
merubah hubungan penguasaan dan perubahan tata guna tanah. Selain didorong oleh
regulasi dan pasar, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga dilakukan melalui berbagai
cara di tingkat mikro yang melibatkan orang-orang yang masih punya hubungan dekat.
Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berlangsung di Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat, berlansung melalui proses yang disebut oleh Hall et al (2011) sebagai
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proses ekslusi masyarakat dan atau kelompok sosial tertentu dari tanah dan sumber-
sumber agraria yang semula merupakan sumber-sumber penghidupan utama mereka
yang juga memiliki fungsi sosial-budaya. Proses ekslusi kelompok-kelompok sosial di
dalam masyarat, termasuk perempuan dan kelompok marjinal, di Desa Sungai Bemban,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang menjadi subyek penelitian mengalami
proses eksklusi yang berlangsung melalui berbagai ranah.

Ranah pertama proses ekslusi berada pada tingkat keluarga dan komunitas, di mana
berlangsung proses ekslusi berbasis kekeberatan dekat dan berlandaskan relasi gender
dan relasi kekuasaan di tingkat individu, keluarga inti, keluarga besar dan komunitas.
Hall et al (2011) menyebut proses ini sebagai “intimate exclusion”. Di dalam proses ini,
situasi di manasebagian besar perempuan Melayu Desa Sungai Bemban tidak memiliki
akses kepemilikan tanah secara setara dengan warga laki-laki Melayu dan kepemilikan
tanah pada masyarakat Melayu Desa Sungai Bemban secara utama berada pada laki-laki
menopang proses eksklusi para perempuan tersebut dalam rangkaian langkah ekspansi
perkebunan kelapa sawit. Pada tataran ini pula, kelompok perempuan tidak memiliki
ruang dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

Perempuan Melayu diDesa Bemban, sebagaimana banyak perempuan di desa-desa lain
di Kalbar yang merupakan wilayah ekspansi perkebunan kelapa sawit (Julia dan White
2012, Siscawati 2013), mengalami proses eksklusi dalam tataran peraturan yang
dikembangkan oleh negara. Proses ekslusi di tataran aturan terjadi karena peraturan-
peraturan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, masuk dalam
kategori “buta gender” (gender blind) dan juga tidak sensitif terhadap kultur patriarkis
dalam masyarakat yang memarjinalkan posisi dan partisipasi perempuan dan kelompok
marjinal dalam kegiatan pengambilan keputusan.

Secara khusus, kebijakan penentuan tanah dan wilayah berhutan sebagai kawasan
hutan, dan secara spesifik sebagai hutan negara, yang menjadi otoritas Kementerian
Kehutanan memiliki implikasi terhadap wilayah hidup masyarakat, termasuk di dalamnya
kawasan pemukiman dan wilayah kelola masyarakat. Wilayah Desa Bemban sebelum
hadirnya perkebunan kelapa sawit merupakan kawasan hutan negara yang secara fungsi
memiliki status sebagai hutan produksi. Pada masa Orde Baru, Kementrian Kehutanan
memberikan ijin konsesi pembalakan (dahulu dikenal sebagai konsesi hak pengusahaan
hasil hutan atau HPH). Memasuki masa reformasi, status kawasan berubah menjadi
hutan lindung. Proses perubahan status kawasan masih berlanjut, yakni berubah
menjadi kawasan non-hutan yang dapat dikonversi. Perubahan ini direspon oleh
pemerintah daerah dengan mendorong perkembangan perkebunan kelapa sawit di
wilayah tersebut. Dalam keseluruhan rangkaian perubahan penguasaan atas tanah dan
wilayah Desa Bemban dan sekitarnya, keberadaan masyarakat beserta lahan pertanian
dan lahan wanatani mereka tidak menjadi pertimbangan. Masyarakat Desa Bemban
dianggap tidak terlihat (invisible). Perempuan dan kelompok marjinal di Desa Bemban
yang memiliki posisi tidak setara di dalam komunitasnya mengalami situasi tidak terlihat
secara ganda.

Prosedur pemerolehan izin operasional perkebunan kelapa sawit memberikan ruang
terhadap lanjutan pengambil-alihan wilayah kelola masyarakat secara tidak adil.
Persoalan ini berkaitan dengan belum diakuinya lahan-lahan yang dikelola oleh
masyarakat secara turun temurun dan adat secara formal oleh Negara. Selain itu, aturan-
aturan perizinan industri perkebunan kelapa sawit (lzin Lokasi, HGU, AMDAL dan IUP)
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membuka peluang yang besar untuk terjadinya fenomena “elite capture” di berbagai
tingkatan sehingga anggota masyarakat “kebanyakan” atau tingkat akar rumput menjadi
rentan terhadap terjadinya pelanggaran atas hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi
sosial budaya. Dalam hal ini, kelompok perempuan merupakan kelompok yang paling
rentan karena secara sosial budaya masyarakat yang patriarkis mereka dianggap tidak
ada (invisible) dalam proses-proses politik pengambilan keputusan.

Proses ekslusi di tataran aturan tidak hanya berlangsung di tingkat nasional tapi juga
berlanjut di tataran aturan di tingkat daerah. Proses kelompok-kelompok sosial tertentu
dalam masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok marjinal terjadi dalam hal
pengakuan atas tanah dan wilayah yang dikelola oleh masyarakat sejak penentuan tata
ruang wilayah kabupaten dan provinsi. Selain tidak transparan, proses RTRW Kabupaten
dan Provinsi Kalimantan Barat juga tidak memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat
Kalimantan Barat. Perempuan dan kelompok marjinal bukan hanya tidak dilibatkan tapi
juga tidak dipertimbangkan keberadaannya dalam proses penyusunan RTRW. Situasi ini
telah memberi dampak signifikan kepada tersingkirnya masyarakat dari lahan yang
mereka kelola dan tempati.

Selanjutnya dalam tataran pasar, melonjaknya harga tanah (dan properti lainnya) di
wilayah Desa Sungai Bemban sejak kehadiran perkebunan kelapa sawit menyebabkan
terjadinya proses eksklusi dalam penguasaan tanah di tingkat tapak. Dengan semakin
tingginya harga tanah, kesempatan bagi generasi keluarga muda Sungai Bemban untuk
memiliki tanah menjadi semakin sempit.Hal ini diperkuat dengan munculnya fenomena
buruh tani di Desa Sungai Bemban. Dengan adanya faktor pasar, tiadanya wilayah lahan
baru untuk dirintis dan proses peralihan kepemilikan lahan dari masyarakat ke
perkebunan kelapa sawit, bisa dipastikan bahwa pada tahun-tahun kedepan, warga Desa
Sungai Bemban, khususnya generasi mudanya akan menjadi generasi pekerja / buruh
tani di lahan-lahan pertanian dan perkebunan sawit. Kondisi ini semakin dimungkinkan
dengan persoalan serangan hama yang dihadapi oleh tanaman pertanian/perkebunan
rakyat di Desa Sungai Bemban sejak wilayah tersebut dikepung oleh perkebunan sawit.
Sangat terbuka kemungkinan, bahwa beberapa tahun ke depan, wilayah perkebunan
rakyat Desa Sungai Bemban (mis. Kelapa) akan berubah menjadi kebun sawit yang
dikelola secara mandiri. Saat ini, sudah terdapat beberapa warga desa yang mengganti
kebun kelapa mereka menjadi kebun kelapa sawit mandiri.

Proses ekslusi yang terjadi pada pada tataran legitimasi Negara atas ekspansi
perkebunan kelapa sawit berlangsung melalui diskursus yang dibangun oleh aktor
Negara yakni pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah pedesaan bermanfaat
bagi pembangunan infrastruktur pedesaan pedalaman seperti jalan, fasilitas listrik
bahkan sekolah, serta memberikan lapangan kerja kepada masyarakat pedesaan di
wilayah pedalaman yang dianggap sebagai kelompok masyarakat “tidak bekerja dan
tertinggal”.

Diskursus tersebut di atas menjadi legitimasi kehadiran perkebunan kelapa sawit di
wilayah Desa Sungai Bemban. Warga membicarakan dengan hangat bahwa kehadiran
perkebunan kelapa sawit akan memberikan pekerjaan kepada warga desa, khususnya
para perempuan dewasa yang mulai diharapkan mendukung perekonomian keluarga.
Tawaran pendapatan berupa uang tunai dari pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas yang
ditawarkan oleh perkebunan kelapa sawit cukup menggiurkan para perempuan dan
warga lainnya. Situasi di mana pendapatan mereka dari lahan pertanian mereka (yakni
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ladang dan wanatani) tidak memadai karena harga yang rendah dan fluktuatif, sulitnya
menjangkau pasar semakin mendorong warga untuk bekerja sebagai buruh perkebunan
kelapa sawit. Ditambah dengan dengan serangan hama yang semakin meningkat sejak
kedatangan perkebunan kelapa sawit, terutama serangan hama kumbang badak
terhadap kebun-kebun kelapa warga. Warga Desa Bemban, khususnya perempuan dan
kelompok marjinal, telah terjerat dalam lingkaran mekanisme hubungan penguasaan
tanah dan perubahan tata guna tanah yang timpang dan memperkecil jumlah pilihan
bagi mereka.

Pertambangan Batu Bara

Kelurahan Makroman, Samarinda, Kalimantan Timur, yang menjadi lokus kajian Siti
Maimunah, peneliti Sajogyo Institute yang menekuni isu pertambangan batu bara dalam
penelitian kali ini, memberikan gambaran tentang jejak akumulasi kapital dalam sejarah
lokal dan reorganisasi kapital di kota Samarinda yang digerakkan oleh pengerukan
komoditas global khususnya batubara sejak jaman kolonialisasi Belanda di Indonesia
(Maimunah 2014).

Pada awalnya Makroman menjadi salah satu tujuan para transmigran asal Jawa.
Makroman yang berarti Kemuliaan menjadi ekspresi cita-cita warga transmigran untuk
hidup lebih mulia di tempat baru. Para perempuan dan laki-laki transmigran asal Jawa di
kelurahan Makroman kota Samarinda mendedikasikan kemampuan dan ketangguhan
kolektif mereka dalam membangun kawasan rawa gambut dan hutan menjadi lahan
pertanian sawah, kebun agroforestry dan pemukiman. Mereka bahu membahu
mengubah bentang wilayah Makroman yang memiliki topografi berat menjadi lahan
pertanian padi dan agroforestri yang produktif. Lebih jauh, para perempuan dan laki-laki
transmigran tersebut membangun kembali relasi-relasi sosial dari lokasi asal dan relasi
dengan warga dari wilayah lain sehingga mampu bertahan hingga kini. Dari hasil
wawancara intensif dengan para nara sumber penelitiannya, Siti Maimunah memperoleh
informasi bahwa para perempuan dan lelaki transmigran Jawa tersebut berhasil
melintasi beberapa rejim pemerintahan mulai orde lama (hingga 1965), Orde baru (1965
—1998), hingga orde reformasi (1999 — sekarang).

Tuturan para perempuan pendatang di Makroman tentang pengalaman hidup mereka
menggambarkan wajah akumulasi kapital di wilayah tersebut. Akumulasi kapital ini hadir
melalui relasi-relasi patriarkal dalam skala keluarga dan komunitas. Relasi-relasi tersebut
terbangun dan melekat bersama sejarah hidup yang mereka alami di pulau Jawa, dan
seterusnya mereka bawa serta dan kembangkan di Makroman (Maimunah 2014). Relasi-
relasi patriarkal tersebut menempatkan laki-laki Makroman mendapat prioritas
mengenyam pendidikan lebih besar dibanding perempuan, lebih bebas menentukan
dengan siapa mereka berpasangan, dihargai lebih besar dalam melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang bebannya sama jika dilakukan oleh perempuan.

Relasi-relasi patriarkal tersebut di atas turut memberikan kontribusi kuat dalam skema
penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria di tingkat keluarga dan komunitas,
sekaligus membentuk akses dan kontrol perempuan terhadap tanah dan sumber-sumber
agraria. Maimunah mencatat bahwa pada masa awal di Makroman, keterbatasan gerak
perempuan diantara tugas-tugas domestik, produksi dan reproduksi, membuat
kesempatan membuka lahan baru di wilayah baru hanya terbuka untuk laki-laki.
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Akibatnya, perempuan hanya akan memiliki tanah jika mendapat warisan dari orag tua
mereka, dengan jumlah yang biasanya lebih kecil dari yang dimiliki laki-laki. Dalam situasi
lain, perempuan bekerja keras sebelum dan sesudah menikah, dan membeli tanah
bersama suaminya, yang kelak dia wariskan pada anak-anaknya (Maimunah 2014).

Seiring dengan berjalannya waktu, proses akumulasi kapital di tengah komunitas
transmigran di Makroman mulai hadir bersama praktek-praktek agraria, baik kepemilikan
dan penguasan lahan, serta pemanfaatannya. Termasuk di dalamnya praktek
berpindahnya tanah-tanah produktif dari tangan transmigran kepada pendatang hingga
tuan-tuan tanah yang tinggal di Samarinda. Orang-orang kaya baru yang lahir bersama
"timber boom" dan banjir kap pada 1970-1980an menjadi broker tanah yang
memperkenalkan perlakuan bahwa tanah bukan lagi alat produksi tapi juga komoditas
dan investasi yang bisa dilepas kala harga naik (Maimunah 2014). Proses perpindahan
tangan tersebut dapat dipastikan didominasi oleh laki-laki.

Sebagai akibat dari proses perpindahan tangan atas tanah-tanah di Makroman, pada
saat penelitian dilakukan sekitar 40 persen lahan sudah dimiliki tetangga desa, kota
Samarinda bahkan warga Jakarta. Praktek-praktek pemilikan lahan dengan
mempertimbangkan relasi persaudaraan dan solidaritas pada awal kedatangan para
transmigran - melalui berbagai praktek yang merupakan reproduksi tradisi lama di
wilayah asal mereka, antara lain ngerumat, mbagi, nyambut, nempil, jual beli ganti kerjo
— lambat laun bertransformasi menjadi praktek sewa dan jual beli lahan. Di dalam
dinamika proses perpindahan tanah dari satu pemilik ke pemilik lainnya yang didominasi
oleh kaum laki-laki, perempuan Makroman memiliki posisi tersendiri. Perempuan
Makroman memahami lahan sebagai ruang hidup. Namun demikian, posisi mereka kian
terjepit dalam pertarungan penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria di Makroman
yang berlangsung melalui beragam cara.

Jatuhnya rejim orde baru melahirkan demokrasi dan desentralisasi yang membawa
rakyat ke kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, gelombang demokrasi tak serta
merta mengubah struktur ekonomi dan politik di Indonesia. Maimunah mencatat bahwa
di Samarinda, rejim ekstraksi terus berlangsung melalui struktur politik dan ekonomi
yang masih didominasi pemain-pemain lama yang mempertahankan kebijakan ekonomi
ekstraksi. Wajah rejim ekstraksi ini dalam skala Samarinda bertransformasi dari sisitem
yang didominasi para elit Golkar ke sistem pemerintahan oligarki "kutu loncat".

Keleluasaan mengelola sumber daya alam di masa rejim desentralisasi justru menjadi
sumber transaksi politik dan kekuasaan, yang memperbesar kekayaan oiligarki kutu
loncat. Salah satu buktinya adalah prestasi pasangan pemimpin Achmad Amins dan
Sahari Jaang, sepanjang 10 tahun memerintah Samarinda berhasil mengeluarkan
perijinan tambang batubara yang membuat 71 persen wilayah Samarinda menjadi
konsesi pertambangan batubara.lika sebelumnya ijin pertambangan hanya dimiliki
segelintir pengusaha dengan konsesi yang luas, kini ijin tersebut ini bertebaran ke
puluhan perusahaan dengan luasan lebih kecil. Sebagian besar perubahaan ini dimiliki
juga oleh oligarki politik.

Kelurahan Makroman juga tak luput dari korban transformasi rejim sentralistik ke
desentralisasi — Oligarki politik tersebut. Wilayah Makroman dijadikan konsesi
pertambangan batubara CV Arjuna sejak 2006 (Maimunah 2014). Wajah Makroman
berubah total, dari wilayah yang ditutup oleh pertanian padi dan wanatani yang

Working Paper Sajogyo Institute No. 12, 2014 | 27



berfungsi sebagai sumber-sumber kehidupan berjangka panjang dan berkelanjutan,
menjadi wilayah ekstraksi batu bara yang mendatangkan keuntungan besar namun
berjangka pendek dan menimbulkan krisis sosial-ekologis.

Para pendukung proses kapitalisme di Makroman berhasil melakukan transformasi
(khususnya transformasi sosial-ekonomi) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warga
Makroman. Para pemilik modal, yang didominasi oleh laki-laki dari beberapa kelompok
sosial tertentu, berhasil mengadopsi dan mengembangkan relasi-relasi sosial yang telah
terbangun sejak lama. Model jual beli lahan dengan skema Fee dan Kontrak,
mematerikan atau memberikan nilai pada kerusakan alam, menghilangkan relasi
komunal lewat kelompok tani dengan negosiasi dan pembayaran kompensasi langsung
kepada individu, mengangkat tokoh-tokoh masyarakat menjadi Humas perusahaan,
membayar gaji Ketua RT, merekrut tenaga kerja harian, merupakan strategi perusahaan
menjadi lebih dekat dengan warga. Kapitalisme di Makroman berhasil mengembangkan
dirinya menadi kapitalisme yang intim karena melibatkan orang-orang dekat. Proses ini
selain bertumpu pada relasi gender dan relasi kekuasaan berbasis gender.
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V.
Krisis Sosial-Ekologis Berdimensi Gender

Hutan Tanaman Industri

Sebagian warga di sekitar wilayah hutan tanaman industri di Banyu Lencir, Sumatra
Selatan, yang menjadi fokus penelitian merupakan kelompok tak bertanah (/landless).
Mereka bekerja sebagai penggarapan atau sebagai buruh tani di kampungnya sendiri.
Ketiadaan tanah pada kelompok masyarakat tak bertanah ini berkaitan erat dengan
kedatangan perusahaan yang memiliki ijin konsesi hutan tanaman industri. Sebelum
perusahaan tersebut datang, Sebelumnya keluarga-keluarga tak bertanah tersebut
memiliki tanah. Para perempuan dari keluarga-keluarga tak bertanah menuturkan
dengan penuh amarah bahwa “kami dirampok!”. Menurut tuturan para perempuan
tersebut, perusahaan HTI tersebut menyerobot tanah-tanah mereka. Tanah-tanah
mereka diserobot begitu saja, langsung ditanami akasia. “Dak ado ganti rugi samo skali!”,
seru mereka.

Keluarga-keluarga yang tanahnya diserobot perusahaan HTI pernah memprotes terkait
penyerobotan tersebut dengan mengadakan demonstrasi pada tahun 2007. Para
perempuan turut mendorong kaum lelaki melakukan demonstrasi tersebut. Para
perempuan dari keluarga-keluarga tak bertanah tersebut menuturkan bahwa hampir
tidak ada pihak yang memperhatikan nasib mereka saat itu. “Pemerintah diem bae” jerit
mereka. Pihak perusahaan HTI merespon demonstrasi itu dengan kekerasan. Alih-alih
mengakomodir tuntutan warga yang tanahnya diserobot perusahaan, malah ada 4
(empat) warga yang berdemonstrasi tersebut dijebloskan ke penjara. Sebagian keluarga
kemudian memutuskan pindah karena adanya sejumlah intimidasi. Sementara warga
yang tersisa juga tidak nyaman untuk bertani karena tidak lagi leluasa keluar masuk
hutan. Hampir semua hutan sudah jadi milik perusahaan. Hidup di desa semakin berat
karena tidak ada lagi lahan untuk bertani, tidak ada pula modal untuk usaha lain. Kaum
lelaki mulai meninggalkan kampung untuk mencari nafkah di tempat lain. Situasi ini
menempatkan perempuan dalam posisi yang semakin sulit akibat beban berlebih yang
harus mereka tanggung, termasuk beban untuk mengupayakan agar mereka dan anak-
anak mereka dapat bertahan hidup.

Keberadaan HTI di Banyu Lencir juga menimbulkan beragam dampak lingkungan.
Pemupukan Phosphat (P) merupakan hal krusial untuk mempertahankan produktivitas
hutan tanaman industri untuk tanaman akasia (Acasia mangium). Oleh karena
kandungan unsur tersedia di dalam tanah cenderung terus menurun seiring
bertambahnya umur tanaman, maka pemupukan secara eksesif dilakukan pada tanaman
akasia di areal hutan tanaman industri. Berdasarkan wawancara pada salah seorang kuli
angkut pupuk yang juga bertugas pemupukan menyatakan bahwa supaya batang akasia
cepat gemuk maka pupuk harus diberikan dalam jumlah besar. Akibat dari pemupukan
yang overdosis ini berdampak pada lingkungan sekitar, termasuk tercemarnya air tanah
dan sungai.



Restorasi Ekosistem

Menurut catatan Rina Mardiana (2014) yang dalam penelitian ini bertugas untuk
menelusuri konsesi restorasi ekosistem, di dalam pemahaman yang dianut oleh
perusahaan pemegang konsesi yakni PT REKI, hutan menjadi ruang kuasa antar aktor
dalam pengelolaannya. PT REKI sangat memahami konteks perdagangan karbon yang
menjadi pendorong dikembangkannya restorasi ekosistem. Hutan Harapan, yang
sebelumnya merupakan kawasan hutan negara dengan fungsi produksi (dikenal sebagai
“hutan produksi”) yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan pembalak kayu yang
memegang ijin hak pengusahaan hutan (HPH), ditetapkan menjadai kawasan restorasi
hutan produksi. Selain dimaksudkan untuk memperbaiki (merestorasi) ekosistem
kawasan yang sudah dibalak secara intensif sebelumnya, penetapan kawasan restorasi
hutan produksi juga dimaksudkan untuk penyerapan karbon.

Diskursus di atas menghadapi realita sosial yang rumit. Di dalam kawasan hutan yang
ditetapkan sebagai kawasan restorasi ekosistem, terdapat wilayah hidup masyarakat
adat, komunitas lokal yang keberadaannya sudah cukup lama, maupun kelompok-
kelompok pendatang dengan aktivitas nafkahnya yang juga bersumber pada ketersedian
hutan dan lahan di kawasan tersebut. Kehadiran konsesi restorasi ekosistem melanjutkan
pengambil-alihan wilayah hidup berbagai komunitas tersebut, yang sebelumya telah
berlangsung pada masa di mana penguasaan atas tanah-wilayah tersebut berada di
tangan perusahaan pemegang ijin konsesi HPH. Babak demi babak pengambil-alihan
tanah dan wilayah hidup warga menciptakan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan,
kesehatan warga, dan berbagai krisis sosial lainnya. Para perempuan dan kelompok
marjinal di kalangan masyarakat adat, komunitas lokal dan komunitas pendatang
menanggung dampak sosial yang lebih berat

Perkebunan Kelapa Sawit

Para perempuan Melayu di Desa Bemban berkeluh kesah bahwa perkebunan kelapa
sawit, yang di satu sisi mendatangkan keuntungan karena menjadi sumber penghasilan
berupa uang tunai (cash), mulai memberikan kontribusi negatif bagi ladang-ladang
mereka. Para perempuan Desa Bemban bertutur bahwa kedatangan perkebunan kelapa
sawit juga memicu serangan hama di ladang-ladang mereka. Sumber-sumber air bagi
warga Desa Bemban juga mulai menanggung dampak dari kehadiran perkebunan kelapa
sawit.

Proses ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Bemban memiliki dua wajah. Wajah
pertama adalah impian peningkatan ekonomi rumah tangga yang ditawarkan
perkebunan kelapa sawit. Wajah kedua adalah rangkaian pengalaman pahit yang dialami
oleh warga perempuan dan laki-laki yang terlibat sebagai buruh perkebunan kelapa
sawit. Argumentasi bahwa ekspansi sawit akan menyerap tenaga kerja (buruh) dan
mengentaskan kemiskinan di pedesaan tidak sesuai dengan realita lapangan. Kalkulasi
pemerintah dan korporasi yang menyebutkan bahwa 20 juta hektar lahan perkebunan
akan menyerap sekitar 10 juta buruh tidak sesuai kenyataan. Fakta yang ditemukan di
lapangan bahwa dalam 100 hektar lahan hanya menyerap sekitar 22 orang tenaga kerja
sehingga dengan demikian perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia menjadi 20
juta hektar pada tahun 2025 hanya akan menyerap 4,4 juta buruh (Petebang, 2011).
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Ekspansi perkebunan kelapa sawit berkorelasi erat dengan pemiskinan warga
perempuan dan laki-laki. Pemiskinan berlangsung melalui beragam mekanisme, antara
lain musnahnya dan menyempitnya ruang hidup. Ekspansi perkebunan kelapa sawit
yang terjadi di Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap penyempitan lahan pangan
dan sumber penghidupan bagi keluarga petani. Di beberapa lokalitas di Kalimantan
Barat mulai terjadi krisis pangan. Salah satu wilayah yang mengalami krisis pangan
adalah Desa Sungai Ringin di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, yang sekitar 90 %
luasan wilayahnya sudah menjadi kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit. Sepuluh
persen sisanya merupakan kawasan pemukiman dan sedikit lahan yang dapat
diusahakan sebagai lahan pertanian untuk keperluan pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari. Namun demikian, kebutuhan pangan tetap tidak bisa terpenuhi dari sisa
lahan ini (Stiawan, 2011). Situasi ini mulai terjadi di beberapa wilayah lain di Kabupaten
Sekadau. Pada tahun 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Propinsi Kalimantan
Barat memberikan ijin kepada 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan total
luasan lahan 303,642 hektar. Jumlah penduduk yang diperkirakan akan terlibat sebanyak
kurang lebih 13.000 kepala keluarga petani dengan rencana tanam seluas kurang lebih
180.000 hektar (Stiawan, 2011). Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan rencana
perluasan perkebunan kelapa sawit. Pada saat yang sama, luasan lahan pertanian
pangan semakin berkurang dan berpotensi menimbulkan krisis pangan yang lebih
meluas.

Merespon situasi tersebut di atas, pemerintah Propinsi Kalbar ternyata sudah
menyiapkan antisipasi prediksi krisis pangan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit
yang diperkirakan semakin meluas pada tahun 2025 mendatang. Dinas Pertanian
propinsi itu mempersiapkan langkah strategis dengan mengarahkan investasi ke industri
hilir produk-produk pertanian. “Kita akan siapkan industri hilir untuk kebutuhan pangan,”
kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Hazairin. Sejauh
ini sudah terdapat beberapa investor yang melirik potensi industri hilir tanaman pangan
di Kalbar, terutama jagung (Kalbar Online, 13 Februari 2012). Rencana pengembangan
investasi industri hilir tanaman pangan di Kalbar memiliki potensi melanjutkan proses
perampasan tanah yang sebelumnya telah terjadi dalam perluasan perkebunan kelapa
sawit.

Pertambangan Batubara

Kelurahan Makroman merupakan satu dari banyak wilayah yang menjadi korban
transformasi rejim sentralistik ke desentralisasi — Oligarki politik ini. Wilayah Makroman
dijadikan konsesi pertambangan batubara CV Arjuna sejak 2006. Dua tahun kemudian,
revolusi bentang lahan akibat pembongkaran batubara melahirkan bencana banjir
lumpur batubara yang membuat sawah-sawah gagal panen, ternak mati dan sumber-
sumber air tercemar.

Rangkaian bencana tersebut di atas menimbulkan kemarahan warga yang berujung pada
penghentian paksa operasi perusahaan pada 2009. Warga berhasil memaksa perusahaan
melakukan perundingan dan membayar kompensasi kerugian akibat banjir lumpur pada
2010. Namun langkah ini tak bisa menghentikan banjir lumpur yang terus datang setiap
musim hujan karena kerusakan bentang lahan makin meluas. Gagal panen dan
berkurangnya pendapatan menjadi peristiwa berulang tiap akhir tahun. Pada 2011, krisis
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tak hanya kelebihan air melalui banjir, tapi juga kekurangan air karena hutan kawasan
tangkapan air menyusut drastis. Belakangan, petani dan pemilik kolam ikan tak hanya
menghadapi resiko gagal panen di dua musim tanam. Biaya produksi mereka juga naik
untuk mengatasi kekurangan air, serangan hama yang makin menggila dan gulma yang
susah dikaelola.

Maimunah (2014) mencatat bahwa krisis yang makin meluas di Makroman ini tidak serta
merta membuat warga marah dan menutup perusahaan, seperti yang mereka lakukan
pada 2009. Reorganisasi kapital yang membuatnya menjadi lebih intim dengan warga
korbannya membuat wajah korporasi bukan lagi wajah menakutkan yang harus diusir,
sebalkinya keintiman ini mendorong lahan-lahan di Makroman berpindah tangan.
Transmigran dan para pendatang yang dulunya jatuh bangun mendapatkan lahan, dan
mengolahnya menjadi lahan-lahan produktif setelah 51 tahun tinggal di sana, kini
dengan mudah menjual tanahnya kepada korporasi. CV Arjuna hanya membutuhkan
waktu 2 tahun untuk mengubah bentang lahan dan "mendatangkan" banjir bagi warga
Makroman.

Perubahan luar biasa bentang lahan dan sosial dengan cepat ini mengakibatkan
melemahnya akses dan kontrol warga terhadap tanah dan kemampuannya berproduksi.

Perubahan rona alam dan bencana ekologis yang bertubi-tubi menghadang Makroman
memiliki dampak berlipat bagi perempuan dan kelompok marjinal. Perempuan
Makroman yang berjuang untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap tanah baik
dalam keluarga dan komunitas, justru dipangkas perjuangannya begitu lahan-lahan
berpindah menjadi milk korporasi. Pekerjaan-pekerjaan tetap di sawah dan kebun baik
yang dilakukan tiap hari dan musiman, menghilang bersama rusaknya pegunungan dan
lahan-lahan pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang muncul bersama pembukaan tambang
macam, menjaga eskavator, mengebor, membuat arang dari tebangan pohon saat
pembongkaran hanyalah pekerjaan yang bersifat sementara, dan hanya dimiliki oleh laki-
laki.

Hanya dalam waktu 9 tahun, tambang beroperasi berhasil membuat perubahan cepat
bentang lahan dan relasi sosial di Makroman. Perubahan yang mempengaruhi
kepemilikan dan tata guna lahan serta mata pencaharian warga. Kini ada sekitar 9 lubang
tambang yang belum direklamasi oleh perusahaan dan tidak dilakukan tindakan apapun
oleh pemerintah. Lubang-lubang yang dibiarkan dan lubang-lubang baru yang terus
dibuka inilah sumber perusakan dan pencemaran bagi warga sekitar dalam jangka
panjang.
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VI.
Catatan Penutup

Seluruh tahapan komodifikasi alam di Indonesia berlangsung melalui proses pengambil-
alihan tanah dan wilayah komunitas oleh negara, untuk kemudian ditetapkan menjadi
tanah negara. Selanjutnya pemerintah pusat memberikan izin konsesi perkebunan di
tanah dan wilayah rakyat kepada perusahaan-perusahaan raksasa.

Pemerintah Indonesia paska Orde Baru menerapkan pendekatan neoliberalisme antara
lain dengan melakukan pengurangan kapasitas fiskal dan administratif negara dalam
perluasan perkebunan. Selama beberapa tahun terakhir, perampasan tanah terjadi
dalam skala yang lebih massif. Proses ini terkait erat dengan proses reorganisasi dan
rekonstruksi ruang geografis pedesaan di Indonesia dalam rangka menciptakan situs-
situs produksi komoditas global.

Rangkaian kuasa eksklusi yang berjalan dalam kurun waktu yang panjang itu
menempatkan penduduk pedesaan, terutama perempuan dan kelompok marjinal lain di
dalamnya, dalam posisi yang sangat rentan. Sebagian besar mereka kehilangan tanah-
tanahnya; mereka dicerabut dari caranya menjalankan hidup, dan terlempar menjadi
buruh harian lepas di perusahaan-perusahaan yang merampas tanah-tanah mereka.

Ibu-ibu dari keluarga-keluarga yang kehilangan tanah menjadi lebih berat karena beban
ganda karena posisi reproduktifnya dan posisinya sebagai ibu rumah tangga, terikat
tempat, dan harus hidup jauh dari akses terhadap fasilitas pembangunan. Mereka juga
menjadi lebih sulit karena telah menjadi warga kelas dua yang dipinggirkan dalam ruang
publik, dikenakan pada mereka cap-cap yang hanya cakap urus “dapur, sumur dan
lembur”, serta mereka juga rentan karena dihantui oleh ragam bentuk kekerasan seksual
yang dapat menghancurkan integritas mereka sebagai manusia. Kemudian anak-anak
mereka, terutama para perempuan, digiring menjadi komoditas tenaga kerja formal di
pabrik-pabrik maupun informal sebagai pekerja-pekerja rumah tangga.

Empat konsesi agraria yang menjadi fokus penelitian Sajogyo Institute merupakan
contoh kontemporer dari apa yang disebut Karl Marx sebagai proses enclosure, yang
secara harfiah berarti pemagaran, yakni suatu proses pengaplingan tanah-tanah
bersama/komunal menjadi tanah-tanah privat dengan cara menetapkan batas-batas
fisik, legal maupun sosial yang tegas. Proses enclosure di kampung-kampung tempat
beroperasinya konsesi-konsesi agraria di wilayah penelitian dan banyak kampung lain
adalah melalui proses disposesi tanah-tanah warga, termasuk perempuan, yang
sebelumnya penguasaannya berada di tangan mereka.

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, bergabungnya warga perempuan dan laki-laki
ke dalam skema inti-plasma yang ditawarkan perusahaan perkebunan menggambarkan
proses “pemisahan produser dari alat produksinya”; yaitu ketika sejumlah besar warga
perempuan dan laki-laki dicerabut dari caranya menjalankan hidup, dan terlempar
menjadi buruh yang secara perlahan tapi pasti hidupnya akan bergantung pada pasar
tenaga kerja setempat.

Keempat konsesi agraria yang menjadi fokus penelitian ini dijalankan melalui proses



dominasi dan ekstraksi sumber-sumber agraria dan sumber daya alam lainnya
berlangsung melalui dukungan kebijakan, pasar, pemaksaan melalui beragam bentuk
kekuatan (forces) serta melalui legitimasi. Proses tersebut diselenggarakan dengan
menghilangkan akses rakyat, termasuk di dalamnya perempuan dan kaum marjinal
lainnya, atas tanah dan sumberdaya alam. Lebih jauh, proses dominasi dan ekstrasi
tersebut menempatkan rakyat, khususnya perempuan dan kaum marjinal lainnnya,
sebagai pihak yang dianggap tidak ada (invisible). Pihak yang terlibat dalam perubahan
penguasaan atas tanah dan sumber daya alam tidak terbatas pada institusi dan aktor
pemerintah maupun pasar, melainkan juga kerabat sendiri. Keseluruhan proses tersebut
di atas bertumpu pada konsep jender dan relasi kekuasaan berbasis jender.

Rangkaian proses tersebut di atas menggambarkan bagaimana proses disposesi di
tingkat mikro berlangsung melalui kombinasi proses mengeksklusi kelompok-kelompok
sosial tertentu di dalam masyarakat, termasuk perempuan dan warga marjinal lain, atas
akses terhadap tanah dan wilayah hidupnya sendiri. Di dalam buku berjudul Powers of
Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia, Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li (2011)
mengartikulasikan empat faktor kuasa yang memberikan kontribusi penting dalam
proses mengeksklusi pihak lain dari akses terhadap tanah di Asia Tenggara. Keempat
faktor tersebut adalah: (1) regulasi, terutama berhubungan dengan rangkaian peraturan
perundangan yang ditetapkan negara; (2) pemaksaan dengan kekerasan, baik oleh
negara maupun aktor non-negara; (3) pasar, yang mendorong eliminasi atau pembatasan
akses atas tanah melalui mekanisme harga dan memberi insentif untuk klaim atas tanah
yang lebih individualis; (4) legitimasi, mulai dari klaim pemerintah untuk melakukan
pengaturan, baik dengan menggunakan rasionalitas ekonomi maupun pertimbangan
politik, hingga beragam bentuk justifikasi moral yang bekerja di tingkat komunitas,
seperti misalnya peran kepala adat.

Keempat aspek kuasa eklusi tersebut menyingkirkan perempuan dan komunitasnya dari
akses terhadap tanah mereka sendiri dan atau tanah keluarga. Bagi perempuan-
perempuan di wilayah-wilayah penelitian ini dan di banyak tempat bekerjanya konsesi-
konsei agraria serupa di berbagai wilayah di Nusantara, tanah tidak hanya berfungsi
sebagai sumberdaya, tapi juga merupakan bagian penting dari teritori komunitasnya dan
lansekap yang lebih luas di mana teritori komunitasnya berada (lihat Borras dan Franco,
2012). Lebih jauh, tanah merupakan bagian penting dari ruang hidup perempuan.
Doreen Massey, seorang feminist geographer yang mengartikulasikan istilah ruang
sebagai ranah yang mewadahi ko-eksistensi dan relasi sosial-ekonomi-politik dari
beragam aktor, termasuk manusia, baik individu maupun kelompok, mahluk hidup lain,
lingkungan abiotik dan benda-benda mati menyatakan bahwa ruang dan wilayah (space
and place) merupakan bagian penting dalam kehidupan perempuan. Ketika ruang hidup
perempuan dirampas dan atau dihancurkan, perempuan menghadapi beragam bentuk
ketidakadilan, termasuk ketidakadilan jender. Kemiskinan berkepanjangan merupakan
salah satu konsekuensinya.

Proses pemiskinan perempuan yang terjadi di kampung-kampung tempat konsesi-
konsesi agraria tersebut beroperasi menggambarkan situasi di mana kemiskinan berakar
pada ketimpangan agraria, dan merupakan endapan dari proses historis yang dinamis
yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Upaya yang coba dilakukan dalam naskah
ini, yakni membedah kekuatan sosial dan mekanisme yang bekerja menciptakan dan
mereproduksi kemiskinan di wilayah ekspansi hutan tanaman industri, restorasi
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ekosistem, perkebunan sawit, dan pertambangan batu bara, sejalan dengan perspektif
relasional untuk melihat kemiskinan yang dianjurkan David Mose. Perspektif relasional
memandang kemiskinan sebagai “konsekuensi” dari relasi-relasi kuasa yang
menimbulkan akibat dimiskinkannya kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
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